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THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE COOPERATION
DEVELOPMENT PROGRAM IN NUNUKAN

Beny Patisadia
benypatisadia80(@gmail.com
Open University Graduate

Abstract

This study aims to describe the implementation of the policy of
cooperation development program and analyze the factors iphibiting and
supporting the implementation of cooperation development program in Nunukan.

The results showed that the implementation of the program has not run
optimally viewed from the contents of the policy, that the understanding of the
importance and appropriate targeting is not maximized and very limited because
many cooperative that have not received the program in question, the limited
cooperation that followed the education and training cooperation activities,
disseminate the principles of the cooperation, and the provision of capital. Lack of
understanding of cocperation members due to low human competence and
understanding of personnel recousrces the Departement of Industry Trade
Cooperations and SMEs inadequate.

While the Departement of Industrial policy environment that Trade
Cooperations and SMEs and the Cooperation Council Indonesia Nunukan as
advocacy and facilitation in the field have been performing their duties and
responsibilities well to realize the will and expectations of the public and
members of cooperations by facilitating capital rocks, provide guidance to the
public and cooperation. Program impiementation strategy through improved
quality cooperation institutions already well run with socialization and training, if
the cooperatione does not carry out Annual Members Meeting (RAT) two years in
a row it will be disbanded.

As for the inhibiting factors include : (1) cooperation management of
human resources are inadequate, (2) especially coming from a community group,
(3) geographic location of sub-districts in Nunukan difficult to reach, (4)
motivation to set up cooperations who wish to obtain assistance only.

Key Word: The Implementation of policy, Cooperation.
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KOPERASI DI KABUPATEN NUNUKAN

Beny Patisadia
benypatisadia80(@gmail.com
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan impleinentasi kebijakan
program pengembangan koperasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan
pendukung implementasi program pengembangan koperasi di Kabupaten
Nunukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program
pengembangan koperasi belum berjalan optimal dilihat dari isi kebijakan, bahwa
pemahaman kepentingan dan ketepatan sasaran program belum maksimal dan
sangat terbatas karena banyak koperasi yang belum menerima program dimaksud,
tertbatasnya koperasi yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan
perkoperasian, sosialisasi prinsip-prinsip koperasi, dan pemberian bantuan modal.
Kurangnya pemahaman anggota koperasi karena komnpetensi SDM yang rendah
dan pemahaman sumber daya aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UMKM kurang memadai.

Sedangkan lingkungan kebijakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM serta Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan
selaku advokasi dan fasilitasi dilapangan telah menjalankan tugas dan tanggung
jawab dengan baik untuk mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat dan
anggota koperasi dengan memfasilitasi bantuan modal, pembinaan kepada
masyarakat dan koperasi. Strategi pelaksanaan program melalui peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi sudah dijalankan dengan baik dengan melakukan
sosialisasi dan pelatihan, jika koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) dua tahun berturut-turut maka akan di bubarkan.

Adapun faktor penghambat diantaranya: (1) SDM pengurus koperasi yang
kurang memadai terutama yang berasal dari kelompok masyarakat (2) Letak
geografis kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nunukan yang sulit dijangkau (3)
motivasi mendirikan koperasi yang ingin memperoleh bantuan saja.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Koperasi.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara,
dengan ibu kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14493 km?2 dan
dengan jumlah penduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk
Indonesia 2010). Motto Kabupaten Nunukan adalah “Penekindi Debaya” yang
artinya “Membangun Daerah” yang berasal dari bahasa Tidung. Nunukan juga
adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten
Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan
pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran pada
Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu kabupaten Nunukan
dan Kabupaten Malinau.

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 oktober
1999. Hingga saat ini Kabupaten Nunukan terdiri dar1 19 Kecamatan yaitu
Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik,
Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara,

Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung,
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Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong,
Kecamatan Sembakung Atulay, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan,
Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, dan Kecamatan Krayan

Tengah.

2. Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan UMKM Kabupaten Nunukan. Sebagai daerah otonom Kabupaten Nunukan
diharapkan mempunyai organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber
daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka
pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan sumber daya yang ada, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten
Nunukan melaksanakan program dan kegiatannya, mencakup kegiatan-kegiatan
perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Sesuai dengan program prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
Tahun 2011 - 2016, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan
UMKMKabupaten Nunukan mengemban amanat untuk pencapaian
program/kegiatan prioritas, diantaranya :

a. Optimalisasi pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia
dalam rangka menumbuh kembangkan industri, perdagangan, koperasi dan
UMKM yang berbasis pada ekonomi kerakyatan ;

b. Memperluas akses pasar giobal untuk produk-produk industri lokal melalui

peningkatan daya saing kompetitif dengan penerapan prinsip-prinsip
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efektifitas dan efisiensi pada usaha dan sarana produksi ;
¢. Memperkuat jaringan distribusi perdagangan yang mampu menjamin
ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dengan harga yang bersaing ;
d. Membangun koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
mandiri, tangguh, profesional serta memiliki jaringan bisnis yang kuat
sehingga mampu menyerap tenaga keja dan meningkatkan pendapatan

masyarakat secara nyata.

3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Nunukan

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap
bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur
Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara
yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan
wewenang siapa melapor kepada siapa dan disitu akan ada suatu pertanggung
jawaban apa yang akan dijelaskan.

Sesuai dengan Renstra Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan, struktur organisasi Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan,
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dari Struktur Organisasi

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdapat 17 Jabatan Struktural
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dimana secara formal telah terisi. Struktur organisasi tersebut seperti terlihat pada

bagan di bawah ini :
Kepala Dinas
Kelompok Jabatan Sekretaris
Fungsional T
[ I |
Kasubbag Kasi Kasubbag
Umum Sungram Keuangan
T I I ]
Kabid Kabid Kabid )
Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabid UMKM
] Kasi Kasi Bina Kasi Bina Usaha
Kasi IKM Perdagangan L SDM dan Kelembagaan
m L | Luar Negeri Koperasi | UMKM
Kasi Hl_lbungan Kasi Kasi Bina Kasi Bina SDM
Industril dan Perdagangan Kelembagaan UMKM
L Lingkungan Dalam Negeri +- dan Usaha —
Koperasi
Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan
Sumber: (Hasil Observasi Peneliti).

4. Visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Nunukan
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM melaksanakan
pembangunan dengan berlandaskan visi: “Terwujudnya Pembangunan
Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju dengan dukungan
masyarakat yang agamis dan harmonis serta aparatur yang berkualitas,
jujur dan bertanggung jawab”. Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan

melalui makna yang terkandung didalamnya:
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a. Mewujudkan, terkandung upaya dan peran Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan yang berkualitas,
mandiri, tangguh dan berdaya saing,

b. Sektor Usaha Industi dan Perdaganganadalah fokus utama Dinas
Penindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan.

c. Mandin adalah kondisi yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa banyak
menggantungkan kepada pihak lain.

d. Tangguhadalah kondisi yang dapat bertahan dalam keadaan yang sulit, penuh
tantangan dan persaingan.

e. Berdaya Saing adalah kondisi sektor perindustnian, perdagangan, koperasi
dan UMKM Kabupaten Nunukan yang mampu bersaing di era globalisasi.

f. Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatanadalah kondisi sektor perindustrian,
perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan yang inovatif
dengan produk unggulan daerah.

Untuk mencapai dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dalam
Renstra Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Nunukan menetapkan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kreatifitas usaha industri dan perdagangan bagi pengusaha
kecil dan menengah berbasis pada potensi daerah dan sumber daya manusia
yang produktif dan inovatif

b. Memacu kemandirian masyarakat dalam mewujudkan usaha industri dan
perdagangan baru yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

¢. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan
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pelayanan kepada masyarakat.

5. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Nunukan
Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten

Nunukan adalah sebagai berikut:

o

Perdagangan yang efisien dan kompetitif

b. Industri yang handal dan maju

e

Kelembagaan dan SDM koperasi

o

UMKM yang profesional
Adapun sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya perdagangan daerah
b. Meningkatnya produksi sektor perindustrian
c. Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi

d. Meningkatnya aksesibitas permodalan UMKM

6. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Nunukan
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Nunukan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Komposisi Pegawai
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan
tersebut berdasarkan Status kerja, pegawai dinas dapat dibedakan menjadi PNS,

CPNSD, PPL, dan lain-lain:
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a. Jumlah PNS . 26 orang
b. Jumlah CPNSD . - orang
¢. Jumlah PPL . - orang
d. Jumlah Tenaga Honorer : 24 orang

Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan
Tingkat Laki-laki Perempuan
No Pendidikan (orang) (oraxll)g) Jumlah
1 Sarjana 13 6 19
2 Siploma 1 - 1
3 ISULIPSLTA | 3 3 6
4 SD - - -
Jumlah 17 9 26

Sumber : Dispenindagkop Kabupaten Nunukan 2015
Jabatan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai yang terdapat
pada Dinas Perindustrian, Pergadangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten
Nunukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.2

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan

No | Nama Jabatan Pend | Gol

1 | Abdul Munir,ST Kepala Dinas S-1 IV/b
2 Abdi Jauhari, ST Sekretaris S-1 IV/a
3 | MamyalaDjolloSE | Kepala Bidang | g | b

Perdagangan

4 Dra.Sadariah Kepala Bidang UMKM S-1 IV/a
5 Fredy,S.Kom Kepala Bidang Koperasi S-1 11/d
6 Budi Hananto, ST Kepala Bidang Industri S-1 1i/d
7 Maria Raimunda HD,SS | Kasi Bina SDM UMKM S-1 11/d
8 Drs.Zuhdan Kasi Bina SDM Koperasi | S-1 I11/d
9 Bandn,S.Sos Kasi Bina Kelembagaan | S-1 l/c
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No | Nama Jabatan Pend | Gol
dan Usaha UMKM

10 | Abdul Rahman.ST Kasi ~ Perdagangan Luar | o ;| e
Negen

11 | Ridwan,SE Kasubbag Keuangan S-1 Ill/c

12 | HMuhammad TahirSE | Kasi Industri Kecil ‘dan g () ppp
Menengah

. . Kasubbag Umum dan

13 | Ari Agung Sopian,SE Keuangan S-1 /e

14 | Kumaidi Haryanto,A.Md Kasi I_’erdagangan Dalam D-3 /e
Negeri

15 | Murfida Kaca,ST Rasubbag  Penyusunan [g | ypp/c
Program dan Pelaporan

16 | Hasan Basri,SE Rasi Bina Kelembagaan g, 1 ppp,
dan Usaha Koperasi

. Plt. Kasi  Hubungan

17 | Mulyadi,S.ST Industrial dan Lingkungan S-1 Il/a

18 | Desy Hariani Staff SLTA | Iid

19 | Arbayah Staff SLTA | liid

20 | Fatmawaty Staff SLTA | 1l/c

21 | Rahmutullah,A Md Staff SLTA | Ill/a

22 | Ramadhan Staft SLTA | 1l/c

| 23 | Masbudi Staff SLTA | 1I/b

24 | Isjayanto Staff SLTA | II/b

25 | Cici Nurhaini Evisari,ST | Staff S-1 I1l/a

26 | Hastri Willianto,ST Staff S-1 1l/a

Suimmber : Data diolah dari hasil Observasi 2016

Adapun tugas dan Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Nunukan. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
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kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
sekretariat.

2) Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan
ketatalaksanaan.

3) Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan
perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan
kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan.

4) Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan,
peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di
lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

5) Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaannya.

6) Pelaksana tugas lain yang dibenkan oleh kepala Dinas Penndustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa pegawai sesuai dengan Struktur

Organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Nunukan:

1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
b) Melaksanakan wurusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan,
pendistribusian dan tata kearsipan.

¢) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor
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serta melaksanakan kegiatan protokolan dan menyiapkan administrasi
perjalanan dinas.

d) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang
meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMK Kabupaten Nunukan.

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan
ugas dan fungsinya.

2) Sub bagian program dan perencanaan mempunyai tugas:

a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan.

b) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan
perencanaan

¢) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan
pelaksanaan program dan perencanaan

d) Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan.

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan.

b) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan
tata usaha keuangan.

¢) Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan
meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan.

d) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan.
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e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

b. Bidang Perindustrian

Bidang penndustrian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan
informasi perindustrian, bina industri rumah tangga dan industri kecil serta agro
industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perindustrian
mempunyai fungsi :

1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
perindustrian.

2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pengolahan data dan informasi
perindustrian.

3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan bina industri rumah
tangga dan industri kecil.

4) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan agro industri.

5) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data,
informasi perindustrian, bina industri rumah tangga, industri kecil dan agro
industri.

Sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan bidang perindustrian
membawahi : Seksi Industri Kecil Menengah dan Seksi Hubungan Industrial dan
Lingkungan.

¢. Bidang Perdagangan
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Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi
kerja sama perdagangan serta perdagangan dan agro bisnis. Untuk melaksanakan
sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
perdagangan.

2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan informasi
kerja sama perdagangan.

3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan perdagangan dan
agrobisnis.

4) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan informasi kerjasama
perdagangan serta perdagangan dan agro bisnis.

5) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan
perdagangan.

Sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan Bidang Perdagangan
membawahi : Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Seksi Perdagangan Dalam
Neger.

d. Bidang Koperasi

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi
perkoperasian serta pembinaan koperasi. Untuk melaksanakan sebagaimana
dimaksud, bidang koperasi mempunyai fungsi:

1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas koperasi.
2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan informasi

koperasi dan usaha koperasi.
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3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan koperasi dan usaha
koperasi.

4) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan koperasi dan usaha
koperasi.

5) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan
koperast dan usaha koperasi.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan Bidang Koperasi membawahi: Seksi
Bina SDM Koperasi dan Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

e. Bidang UMKM

Bidang UMKM mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi
kerja sama perdagangan serta perdagangan dan agro bisnis. Untuk melaksanakan
sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi:

1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas UMKM

2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan UMKM.

3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan UMKM

4) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UMKM

5) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan
UMKM.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan Bidang Koperasi membawahi : Seksi

Bina Usaha dan Kelembagaan UMKM dan Seksi Bina SDM UMKM.
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7. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

Kabupaten Nunukan
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Nunukan
dibentuk melalui Peraturan Daerah No. 23 tahun 2008, Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas

pokok dalam urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonom: daerah

dan tugas pembantuan. Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten

Nunukan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan

kewenangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil

menengah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pernindustrian Perdagangan

Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan pemerintah daerah.

2) Perencanaan Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
Perindustrian, Perdangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

3) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis

bidang Perindustrian.
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4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis
bidang Perdagangan.

5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis
bidang Koperasi.

6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis
bidang Usaha Mikro kecil dan Menengah.

7) Pembinaan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

8) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

Pada subjudul ini akan diuraikan data-data hasil penelitian yang berhasil
dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara di lapangan.
Wawancara dilakukan dengan 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas
Disperindagkop dan UMKM, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas
Disperindagkop dan UMKM, pelaku usaha kecil menengah (UKM}) di Nunukan.
Data primer dalam penelitian berasal dani wawancara dengan para informan yang
dinilai berkompeten untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Data primer yang telah dikumpulkan kemudian disajikan
dalam bentuk paparan dan penjelasan.

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4%5§4pdf

1. Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan Bapak Abdul
Munir, ST disingkat A.

2. Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan
bapak Fredy,S. Kom disingkat F.

3. Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi Disperindagkop dan
UMKM Kabupaten Nunukan Bapak Hasan Basri, SE disingkat HS.

4. Kepala Seksi Bina Sumber Daya Manusia Koperasi Disperindagkop dan
UMKM Kabupaten Nunukan Bapak Drs. Zuhdari disingkat Z.

5. Kepala Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan Bapak Agus Salim,
SP disingkat AS.

6. Ketua Koperast Serba Usaha Mamolo Sejahtera Bapak Kamaruddin disingkat
K

7. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pengayom Imigrasi Bapak Kaharuddin
disingkat KHR.

8. Ketua Koperasi Pehawai Negeri Pengayom LAPAS Nunukan Bapak Muchlis
disngkat MCSL.

Pembahasan terhadap implementasi akan difokuskan pada isi dan
lingkungan kebijakan dengan acuan Teori Merille S Grindle. Masing-masing
bagian ini akan dibahas berdasarkan fenomena penelitian yang diamati. Proses
analisis terhadap fenomena pengamatan dilakukan dengan proses triangulasi baik
dari sumber informasi maupun isi informasinya.

Kebijakan pengembangan koperast di Kabupaten Nunukan yang saat ini
dilakukan adalah program yang mengarah kepada peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi, dimana program tersebut di turunkan kedalam 8 (delapan)
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kegiatan aksi dilapangan diantaranya (1) pembinaan, pengawasan, dan
penghargaan koperasi berprestasi (2) monitoring evaluasi dan pelaporan (3)
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pelatihan koperasi (4) sosialisasi
prinsip-prinsip pemahaman koperasi (6) penyebaran model-model pola
pengembangan koperasi (7) rintisan penerapan teknologi modemn pada jenis usaha
koperasi (8) koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan
koperasi.

Dari ke 8 (delapan) kegiatan yang mendukung program peningkatan
kualitas koperasi diatas yang berjalan hanya 6 kegiatan saja, dan porsi terbesar
kegiatan ada 3 kegiatan utama sepanjang tahun 2011-2016 vaitu kegiatan
Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 5 kali
dalam 5 tahun, Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi dilaksanakan
ssebanyak 3 kali di 16 Kecamatan dengan target yaitu masyarakat dan pelaku
usaha ekonomi produktif dan peningkatan sarana prasarana pendidikan pelatihan
koperasi dilaksanakan 3 kali yaitu pada tahun 2011 sebanyak 20 koperasi, tahun
2012 sebanyak 25 koperasi dan tahun 2014 sebanyak 20 koperasi sehingga jika
dilihat dan prosentase koperasi yang mengikuti kegiatan pelatihan koperasi hanya
sekitar 46,75 %, sedangkan untuk sosialisasi untuk usaha ekonomi produktif di
Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah,
Sebatik Timur, dan Sebatik Utara hanya 40 kelompok ekonomi produktif yang
bergerak di beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan, perkebunan dan jasa
selama tahun 2011 dan sosialisasi kemasyarakat di Kecamatan Sebuku,
Sembakung, Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong

dilaksanaakan sebanyak 3 kali mulai tahun 2011-2013. Sementara untuk kegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4(3%24.pdf

perekrutan tenaga pendamping lapangan yang direalisasikan sebanyak 16
Kecamatan yang ada di Kabupeten Nunukan yang berasal dan aparatur pelaksana
di kecamatan masing-masing.

Kebyakan yang digulirkan dan dilaksanakan agar dapat diimplementasikan
dengan baik oleh seluruh stakeholders yang ada diantaranya kepala dinas
perindagkop dan umkm, kepala bidang koperasi dan kepala seksi bina
kelembagaan dan usaha koperasi dan bina sdm koperasi, serta skpd teknis terkait
dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan kosekuensi agar
lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan.
Kepala Dinas Disperindagkop beserta bawahannya adalah pelaksana utama dalam
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi diikuti oleh stakeholders
yang ada.

Secara khusus, tanggung jawab ada pada Disperindagkop dan UMKM
serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Implementasi
Kebijakan Pengembangan Koperasi. Jadi kepentingan yang terlibat dalam
implementasi kebijakan ini dapat dikatakan adalah Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Kepala SKPD teknis lainnya dengan
penagggung jawab adalah Bupati sebagai kepala daerah.

Sebagai upaya dalam mewujudkan terciptanya manfaat dan perubahan
kearah yang lebih baik dari implementasi kebijakan terhadap tujuan-tujuan
kebijakan dan program-program yang telah didesain, menurut grindle (1980:11)

bahwa kegiatan implementasi dimaksud dipengaruhi oleh : Isi Kebijakan dan
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Konteks Implementasi. Isi kebijkaan meliputi : kepentingan yang berpengaruh
terhadap implementasi kebijakan, jenis-jenis manfaat atau tipe manfaat, derajad
perubahan atau tingkat perubahan yang diinginkan, karakteristik penyusun
kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Konteks Implementasi
meliputi: kekuatan, keputusan dan strategi dari pelaku implementasi terkait,
karakteristik kelembagaan atau rezim yang berkuasa dan respon terhadap adanya
implementasi kebijakan serta Hasil Kebijakan yaitu dampak (outcomes) yang
diperoleh oleh masyarakat dengan adanya kebijakan dan seberapa besar pengaruh
dan penerimaan oleh masyarakat masyarakat.

Antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi Kebijakan berjalan saling
berpengaruh dan sinergis, berinteraksi dalam mencapai tujuan, manfaat dan
perubahan kearah yang lebih baik lagi. Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi
Kebijakan merupakan rangkaian sistem yang berkesinambungan untuk ukuran
keberhasilan membawa dampak (oufcomes) dan manfaat, perubahan kearah yang
lebih baik dan kegagalan jika keduanya kurang bersinergi, saling berinteraksi
untuk mencapai tujuan.

Hasil temuan dilapangan diperoleh informasi jenis koperasi dan usahanya
yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan tahun 2016 seperti

terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.3.
Jumlah dan Jenis Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan
No | Jenis Koperasi Nama Jenis Usaha | Status
Koperasi (aktif/tidak
aktif)
1 | KSU Wani Tani Toserba dan Simpan Pinjam | Tidak aktif
2 {KSU Kalisula Simpan pinjam Aktif
3 |KSU Matirrobulu | Konstruksi Aktif
4 | KSU Bintang - Konstruksi Tidak aktif
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Bulan - Simpan Pinjam
5 | KSU Dwikora - Simpan pinjam Aktif
- Sembako
6 | KSU Pelangi - Simpan pinjam Aktif
- Sembako
7 | KSU Pengayom - Sembako Aktif
Lapas - Simpan pinjam
Nunukan
8 | KPN Karyawan - Simpan pinjam Aktif
Imigrasi - Sembako
- Caterring
9 |KPN Primkopol - Unit Simpan pinjam Aktif
Polres - Unit sembako
10 | KOFONTREN | Hidayatullah | - Unit Usaha Sembako Aktif
11 | Primkopal Primkopal - Simpan Pinjam Aktif
Lanal - Unit usaha Sembako
Nunukan
12 | KSU Bamba - Usaha sembako Aktif
Puang - Unit simpan pinjam
13 | KSU Pemuda Aktif
14 | KSU Mamolo Budidaya Rumput Laut Aktif
Sejahtera
15 | KSP Anugerah Simpan Pinjam Aktif
Alam
Mandiri
16 | KSU Mitra Praja | - Usaha Penyediaan jasa Aktif
catering
- Service Elektronik
- ATK
- Usaha Penyediaan
Sembako
- Usaha Cetak dan
penggandaan
- Meubelair
17 | KSU Madina - Usaha penampungan dan | Aktif
penjualan hasil
perkebunan, pertanian,
perikanan dan peternakan
- Usaha simpan pinjam
- Usaha pengadaan sapras
pertanian
- Pengadaan barang dan
jasa
18 | KSU Berkah - Rumput laut Aktif
bahari - Unit simpan pinjam
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perbatasan

- Usaha sembako

19 | KSU

Armada
Nusantara

- Penampungan hasil
pertanian, perkebunan,

perikanan dan peternakan |

- Jasa transportasi laut

- Jasa konstruksi

- Pengadaan sapras
pertanian

- Simpan pinjam

- Pengadaan barang dan
jasa

| Aktif

20 | KSU

Amanah

- Budidaya rumput laut

- Penjualan barang
sembako

- Usaha jual beli BBM

- Pemasaran hasil rumput
laut hasil perikanan,

pertanian, peternakan dan |

perkebunan

- pengadaan pupuk dan
penjualan

- Unit simpan pinjam

Aktif

21 { KSU

Usaha
bersama ppd
politeknik
negeri
Nunukan

- Unit simpan pinjam

- Jual beli sembako/toserba |

- Pengadaan properti

|

Aktif

22 | KSU

Anugerah

Pengadaan barang dan jasa,
transportasi, penampungan
hasil pertanian dan
perkebunan, pengadaan
sapras pertanian dan
perkebunan, jasa cattering,
dan usaha pembibitarn.

i

Sumber data : Disperindagkop dan UMKM Kab. Nunukan tahun 2016.

Dari hasil wawancara mendalam (indepht interview) kepada pejabat yang

melaksanakan program dan kegiatan tersebut, wawancara dilaksanakan di Kantor

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM dan pada koperasi-

koperasi yang ada, maka Implementasi Kebijakan Program Pengembangan

Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan di pengaruhi oleh :
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a. Isi Kebyakan (Content of Policy)
1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi atau yang terlibat

Kepentingan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau
dengan kata lain siapa yang menjadi stakeholders dalam implementasi kebijakan
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan, yang
secara tertulis menjadi ketepatan dalam kebijakan. Kebijakan untuk mencapai
tujuan organisasi tersebut diuraikan kedalam tujuan program, prioritas program
dan rincian program ke dalam berbagai kegiatan. Tujuan program sampai rincian
kegiatan secara jelas akan terlihat siapa-siapa yang terkait dalam setiap kegiatan
dan tanggung jawab.

Menurut Grindle (1980:6) bahwa : secara umun, tugas implementasi
kebijakan adalah untuk membangun hubungan yang membantu tujuan-tujuan dari
kebijakan publik agar terealisasi sebagai hasil aktivitas pemerintahan. Selanjutnya
Grindle (1980: 7) mengatakan bahwa :

Proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan

1de-ide telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah didesain,

dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan-tujuan
tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar untuk pelaksanaan tiap kebijkan
publik eksplisit. Secara teori, dalam hal ini proses formulasi kebijakan
telah dilakukan oleh proses impelemntasi kebijkaan, dan program-program
dijalankan.
Impelemntasi kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
tidak hanya dilakukan oleh Kepala Dinas Perindsutrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM beserta perangkatnya saja melainkan melibatkan beberapa instansi Satuan
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait beserta dengan Dewan Koperasi
Indonesia Kabupaten Nunukan (DEKOPIN).

Menurut Kepala Dinas, kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi
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program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah secara politikal
mengacu pada isu strategis pengentasan kemiskinan melalui visi dan misi
Kabupaten Nunukan yaitu tentang mewujudkan masyarakat yang maju, aman
sejahtera dan berdaya saing, dengan digulirkannya program-program pemerintah,
untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, salah
satunya adalah program peningkatan daya saing koperasi guna meningkatkan
kesejahteraan ekonomi rakyat. Secara aplikasi dilapangan banyak koperasi yang
mampu bersaing dan menunjukkan komitmenya untuk maju, berdaya saing,
professional dan mandiri.

Hal i ditandai banyak koperasi yang sukses menjalankan usahanya,
disamping itu juga ada 10 koperasi yang memperoleh bantuan di tahun 2014
sebesar 100 juta dalam bentuk barang yang dipergunakan sesuai dengan
kebutuhan koperasi dalam menjalankan unit usahanya dan tahun 2015 ada sekitar
5 koperasi yang memperoleh bantuan dan 5 koperasi yang memperoleh bantuan
peralatan komputer. Dari data tersebut masih terbatasnya koperasi yang sudah
memperoleh bantuan modal didalam rangka mendukung peningkatan usaha
koperasi yang ada di kecamatan Nunukan Selatan pada khususnya dan umumnya
di Kabupaten Nunukan, mengingat masih banyak koperasi yang ada di Kabupaten
Nunukan yang belum memperoleh bantuan modal dari 312 koperasi yang ada.

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan
program pengembangan koperasi di lapangan adalah bagaimana program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi itu dijalankan kepada semua koperasi
yang ada di Kabupaten Nunukan secara khsusus koperasi yang aktif menjalankan

usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian menurut undang-undang 25
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tahun 1992 tentang perkoperasian.

Kenyataan di lapangan bahwa program peningkatan kualitas kelembagan
koperasi ini berjalan setiap tahun, namun porsi terbesar didalam melaksanakan
program tersebut adalah terletak dipembinaan dan pengawasan terhadap koperasi
yang ada (termasuk sosilisasi dan diklat prinsip-prinsip perkoperasian dan
pembenan bantuan modal), hal ini dilakukan mengingat letak dan jumlah koperasi
yang ada di Kabupaten Nunukan sangat banyak dan secara geografis berjauahan
sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif guna mendorong
koperasi semakin aktif dan koperasi semakin paham untuk menjalankan usahanya
sesuai AD/ART pendirian koperasi.

Didalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang
dilakukan saat ini tidak ada kepentingan-kepentingan dari Dinas Perindagkop dan
UMKM Kabupaten Nunukan baik didalam melakukan pembinaan kepada salah
satu atau sebagian koperasi saja, bahkan koperasi-koperasi yang tidak aktif dan
usahanya tidak berjalan dengan baik malah masuk dalam priontas untuk
dilakukan pembinaan dan pemberian bantuan modal dengan tujuan adalah supaya
koperasi-koperasi yang ada dapat bangkit dan kembali menggerakkan usaha
koperasinya, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang
melakukan pembinaan yang menjadi faktor penghambat schingga untuk
meningkatkan dan menggerakkan usaha koperasinya banyak koperasi-koperasi
mengalami kesulitan apalagi ditambah dengan keterbatasan sumber daya anggota
atau pengelola koperasi yang berbasis masyarakat.

Saat ini masyarakat di Kabupaten Nunukan sangat antusias dengan adanya

program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan oleh
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Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan, dimana program tersebut
diyakini mampu memberikan dorongan perekonomian masyarakat kecil atau
ekonomi kerakyatan. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan masyarakat
untuk mendirikan koperasi yaitu pada tahun 2016 ini ada sekitar 20 usulan
pendirian koperasi baru yang masuk ke Disperindagkop dan UMKM untuk
memperoleh persetujuan pendirian, karena peran Disperindagkop dan UMKM
Kabupaten Nunukan didalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta
mendatangi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi inilah yang
membuat masyarakat tergerak didalam mendirikan koperasi.
Hal tersebut di atas sesuai apa yang disampaikan oleh kepala
Disperindagkop dan UMKM bahwa :
“Sejauh ini tidak ada kepentingan khusus dalam implementasi program
khsusunya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, hal ini terlihat
semua masyarakat dan koperasi bergiliran diberikan kesempatan untuk
memperoleh bantuan modal, sosialisasi dan pendidikan pelatihan
perkoperasian, meskipun masih terbatas dan tidak semua koperasi
dijangkau. Karena tujuan dari program dimaksud adalah untuk
meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM yang tertauang didalam
RPJMD”.
(wawancara dengan kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten
Nunukan)
Program tersebut dilakukan setiap tahun mulai tahun 2011-2016, dengan tujuan
tidak lain adalab untuk memberikan wadah bagi masyarakat atau pelaku usaha
koperasi dan anggotanya dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya
sesuai dengan harapan yang tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah RPJMD melalui sasaran strategis yaitu meningkatkan daya

saing koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mendukung program

pemerintah daerah untu mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi rakyat.
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Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan kepala bidang koperasi yang secara
teknis langsung bertanggung jawab peuh didalam mensukseskan program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan bahwa :

“Kalau berbicara kepentingan tidak ada karena semua diperlakukan sama,

yang menjadi persoalan adalah banyak koperasi yang tidak aktif dan tidak

sehat karena mercka tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang ada,
karena mengelola koperasi membutuhkan kemampuan manajerial dalam
pengelolaannya”.

(wawancara dengan Bapak Fredy kepala Bidang Koperasi)

Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa koperasi yang schat dan aktif tentunya
akan melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan perkoperasian sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992.
Dimana mengamanatkan bahwa prinsip koperasi itu dijalankan sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan, artinya harus bersama-sama memiliki komitmen
kuat bahwa koperasi tersebut bukan semata-mata milik perorangan melainkan ada
kebersamaan didalamnya. Dengan demikian koperasi itu akan semakin kuat dan
mampu dikelola secara baik.

Sedangkan sasaran program sudah tepat yaitu kepada masyarakat dan
pelaku usaha ekonomi produktif serta pelaku-pelaku usaha koperasi yang ada di
Kecamatan Nunukan Selatan secara khusus dan Kabupaten Nunukan secara
umum, hal in1 sejalan apa yang disampaikan oleh kepala seksi Bina Kelembagaan
dan Usaha Koperasi :

“Sasarannya tentunya masyarakat-masyarakat baik itu yang bertani, atau

nelayan dan juga pegawai-pegawai yang ingin membantu dan

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kedepannya gapoktan-gapoktan
pelani rumput laut kami akan dorong untuk membentuk koperasi sehingga
pada saat mereka panen mereka tidak dipermainkan oleh tengkulak.

Sedangkan pelatihan dan pendidikan lebih difokuskan kepada koperasi-
koperasi yang aktif.
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(hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri kepala Bina Kelembagaan
dan Usaha Koperasi).

2) Tipe manfaat

Menurut Kepala Dinas dan Kepala Bidang Koperasi, bahwa manfaat yang
dirasakan oleh anggota koperasi dengan adanya pembinaan, pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, pelaksanaan pameran serta pemberian bantuan modal
kepada koperasi :

“Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya program tersebut

sangat dirasakan oleh koperasi yang ada saat ini tidak terkecuali yang

ada di Kecamatan Nunukan Selatan, dimana ada beberapa koperasi yang
sudah sering ditkutkan didalam pameran, bahkan diberikan bantuan
modal. Memang mereka sangat terbantu karena usaha mereka akan jalan

Jika perhatian dari pemerintah itu dekat ke mereka, mereka dapat

memahami bagaimana mengelola koperasi, dan mengelola bantuan modal

atau keuangan dalam menghidupkan koperasi mereka. Jadi program
lersebut sangat bermanfaat dan memberikan dampak bagi usaha atau
peningkatan ekonomi mereka.

(wawancara dengan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM)

Berdasarkan penyataan di atas analisis peneliti bahwa program pembinaan,
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pelaksanaan pameran serta pemberian
bantuan modal kepada koperasi telah membenkan dampak yang baik bagi
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang koperasi,
dan telah berkontribusi nyata kepada kesejahteraan anggotanya hal tersebut
ditandai dengan jumlah koperasi yang aktif di Kecamatan Nunukan Selatan
sebanyak 20 Koperasi dan 2 koperasi yang tidak aktif. Koperasi-koperasi yang
aktif akan diterus dilakukan pembinaan terutama didalam tata kelola atau
manajemen keuangan koperasi sehingga dapat lebih transparan, akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan di akhir tahun pada saat melaksanakan rapat
anggota tahunan (RAT) dan melakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU).

Namun persoalan pembinaan pendidikan sosialisasi dan pemberian bantuan modal
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terbatas bagi koperasi yang ada masih menjadi pertanyaan karena ada 3 koperasi
yang tidak aktif di Kecamatan Nunukan Selatan (data BPS tahun 2015) dan ada
sekitar 77 Koperasi yang tidak aktif di tingkat Kabupaten yang akan dibubarkan
sementara koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan ada sekitar 3
koperasi yang akan dibubarkan. Hal inilah yang menjadi pertayaan apakah
program im sudah tepat sasaran baik terhadap koperasi yang aktif maupun
terhadap koperasi yang tidak aktif.

Lebih lanjut disampaikan oleh kepada seksi bina kelembagaan dan usaha
koperasi bahwa :

“Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun ini telah memberikan dampak yang cukup baik
terutama dari sisi keberlanjutan usaha koperasi bagi koperasi yang aktif.
Harapan kami, kami mengharapkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi
di Kabupaten Nunukan, dan dengan adanya bantuan itu kami sangat
mengharapkan ada rangsagan bagi mereka untuk memotivasi koperasi itu.
Bantuan sosial yang diperoleh ada sekitar 22 -50 juta per koperasi. Dalam
bentuk uang sesuai dengan program dari kementerian dan bantuan
tersebut langsung masuk ke rekening. Bantuan tersebut diperoleh lahun
2014 dan 2015~

(wawancara dengan Bapak Hasan Basri kepala seksi bina kelembagaan
dan usaha koperasi)

Hal senada disampaikan oleh ketua koperasi KPN pengayom imigrasi:

“Kami sangat terbantu dengan program ini dimana telah memberikan
manfaat yang besar bagi anggotanya. Setiap akhir tahun saat
melaksanakan RAT koperasi menyisihkan SHU untuk keperluan dana
pendidikan 2,5 %, sosial 2,5 % dan wisata atau rekreasi 15 % yang
disepakati oleh seluruh anggota koperasi. Dana diperoleh dari simpanan
pokok Rp. 500.000,-, simpanan wajib Rp. 50.000,- dan pinjaman maksimal
Rp. 5.000.000,- dengan bunga 10 % (vang disepakti oleh anggota).”.
(wawancara dengan ketua koperasi KPN imigrasi Bapak Kaharuddin)

Analisis peneliti dari penyataan diatas adalah dengan dilaksanakanya
pengelolaan koperasi melalui program pendidikan dan pelatihan manajemen

koperasi, maka koperasi tersebut telah memahami dengan baik prinsip-prinsip
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pengelolaan koperasi sehingga koperasi KPN pengayom memuiliki kinerja yang
baik didalam mengelola koperasi, sehingga dikatakan koperasi tersebut adalah
salah satu koperasi yang sehat dan aktif serta professional, mandiri dan tangguh
didalam mengembangkan usaha koperasinya.

Manfaat dengan adanya program pengembangan kualitas kelembagaan
koperasi yang dirasakan oleh pelaku koperasi dan anggotanya adalah anggota
koperasi memahami prinsip-prinsip didalam menjalankan koperasi, namun ada
koperasi yang masih belum memahami tata kelola manajemen keuangan koperasi
sehingga masih menemui kesulitan didalam mengelola keuangan koperasinya.
Manfaat lain dengan adanya kebijakan program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi tersebut adalah membuka wawasan bagaimana
menjalankan prinsip-prinsip koperasi bagi usaha masyarakat di Kecamatan
Nunukan Selatan, misalnya didalam mendirtkan koperasi terlebih dahulu
masyarakat tersebut diperkenalkan tentang apa itu koperasi, bagaimana koperasi
itu dijalankan dan siapa-siapa yang bertanggung jawab dengan koperasi. Sebelum
pengusulan pembentukan koperasi itu di ajukan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM maka perfu adanya pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat yang
akan mendirikan koperasi selain itu dibutuhkan komitmen bahwa koperasi yang
didirikan adalah atas kesepakatan dan komitmen bersama sehingga tidak berjalan
sendiri-sendiri atau tidak dijalankan hanya satu atau dua orang saja.

Selain manfaat tersebut diatas Implementasi Kebijakan Program

Peningkatan Koperasi sudah tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat dan koperasi-
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koperasi yang aktif, hal ini seperti yang dikatakan oleh kepala seksi bina

kelembagaan dan usaha koperasi bahwa :
“Sasarannya tentunya masyarakat-masyarakat baik itu yang bertani, atau
nelayan dan juga pegawai-pegawai yang ingin membantu dan
meningkatkan kesejahteraan keluarga. kedepannya gapoktan-gapoktan
petani rumput laut kami akan dorong untuk membentuk koperasi sehingga
pada saat mereka panen mereka tidak dipermainkan oleh tengkulak.
Pelatihan dan pendidikan lebih difokuskan kepada koperasi-koperasi yang
aktif”.

(Wawancara dengan Bapak Hasan Basri Kepala Seksi Bina Kelembagaan
dan Usaha Koperasi)

Penckanan pada kelompok sasaran dalam program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi saat ini sudah tepat dimana sosialisasi tentang
perkoperasian sudah menyetuh ke masyarakat disetiap kecamatan dan pendidikan
perkoperasian serta pemberian bantuan modal juga diberikan hanya kepada
koperasi-koperasi yang aktif saja tetapi masih dalam kapasitas yang terbatas hal
ini dipengaruhi banyak hal diantaranya kemampuan keuangan yang juga terbatas
sehingga dilakukan secara bergiliran, hal ini dikarenakan bahwa banyak koperasi
yang tidak ada lagi kepengurusannya.
3) Derajad perubahan yang diharapkan

Perubahan yang akan diwujudkan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi
Stkeholders atau kepentingan yang terlibat didalam implementasi kebijakan
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, yaitu Dinas Perindagkop
dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dekopin
Nunukan. Keberhasilan perubahan yang diharapkan melalui implementasi
kebijakan tentang peningkatan kualitas kelembagaan koperasi perlu didukung

personil yang berkompeten dibidangnya, sarana dan prasarana serta koordinasi
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antar instansi pelaksana, partisipasi dari masyarakat dan khususnya gerakan-
gerakan koperasi yang ada.

Arah perubahan implementasi kebijakan program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan keefktifan dan efisiensi
didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong
pemberdayaan dan mengoptimalkan fungsi dan peran stakeholders yang ada
didalam mendukung gerakan pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten
Nunukan.

Menurut Kepala Dinas dan Kepala Bidang Koperasi dengan di guhirkannya
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi secara khusus pelatihan
manajemen koperasi serta kegiatan bantuan modal kepada koperasi yang aktif di
Kabupaten Nunukan dan secara khusus di Kecamatan Nunukan Selatan maka
derajad perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam hal ini
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi, diklat perkoperasian, bantuan
modal serta monev tentunya pemerintah menginginkan adanya perubahan
pandangan dari koperasi bahwa koperasi membawa kesejahteraan bagi
anggotanya dan secara umum bagi masyarakat, koperasi akan mampu
mengelola usahanya sesuai dengan aturan, melaksanakan RAT dan
koperasi semakin maju, mandiri dan bisa melakukan kemitraan menuju
daya saing koperasi dan UMKM”.

(wawancara dengan Bapak Abdul Munir Kepala Disperindagkop dan

umkm).

Analisis peneliti dari penyataan diatas adalah dengan dilaksanakannya
pengelolaan koperasi melalui program pendidikan dan pelatthan manajemen
koperasi serta pemberian bantuan modal dan pendampingan tenaga penyuluh

koperasi lapangan, maka koperasi tersebut telah memahami dengan baik prinsip-

prinsip pengelolaan koperasi dengan harapan koperasi-koperasi yang ada di
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Kecamatan Nunukan Selatan memiliki kinerja yang baik didalam mengelola
koperasi sehingga dikatakan koperasi tersebut adalah salah satu koperasi yang
sehat dan aktif serta professional, mandiri dan tangguh didalam mengembangkan
dan mengelola usaha koperasinya dengan baik.
Lebih lanjut dikatakan kepala bidang koperasi bahwa:

“Kami berharap bahwa koperasi-koperasi yang sudah mendapat bantuan

dan diikutkan dalam sosilisasi pendidikan dan pelatihan dapat terus

memacu peningkatan usaha koperasinya dengan baik, dan kami sangat

berharap mereka bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan AD/ART

mereka’”.

(Wawancara dengan Bapak Fredy Kepala Bidang Koperasi)

Peran pemerintah saat im sangat diharapkan memberikan kontribusi yang
nyata bagi pegembangan koperasi di Kabupaten Nunukan secara khusus di
Kecamatan Nunukan Selatan, dimana bentuk perhatian Pemerintah Daerah
Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM telah
memberikan dan  menjembatani  koperasi-koperasi yang ada untuk
mengembangkan jenis usaha yang sesuai dengan AD/ART pendirian koperasi
dimaksud. Salah satu contoh bahwa anggota koperasi yang bergelut disektor
perikanan khususnya budidaya rumput laut misalnya untuk pemasaran maka
pemerintah perlu turun tangan untuk mencari solusi khususnya harga yang tidak
dipermainkan oleh tengkulak.

Kondisi lain yang dihadapi dimana koperasi ini mengalami kesulitan
didalam pengelolaannya karena keterbatasan sumberdaya yang kurang memadai,
rata-rata anggota koperasi hanya tamatan SD-SMP sehingga koperasi Mamolo

Sejahtera sulit untuk berkembang. Ditambah lagi dengan pengurangan anggota

koperasi yang saat ini hanya tinggal 20 orang dari 93 orang pada awal berdirinya.
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Koperast Mamolo Sejahtera awal berdirinya/dibentuk memiliki anggota 90
orang dengan simpanan pokok Rp. 100.000,- dan simpanan wajib Rp. 100.000 -
dan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000.000,-. Namun saat ini koperasi
Mamolo Sejahtera hanya memiliki anggota 20 orang. Penurunan minat anggota
ini dipengaruhi oleh penurunan dari sisi pemasaran, sehingga banyak anggota
koperasi yang tidak bergairah lagi didalam mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut dikatakan oleh kepala seksi bina sumber daya manusia bahwa:

“Perubahannya yang paling kami harapkan dan memang sudah ada

kelihatan itw adalah pelaksanaan RAT jadi ada peningkatannya yaitu

kualitasnya. Lalu Keterampilan mengelola koperasi semakin meningkat”.

(Wawancara dengan Bapak Zuhdari Kepala Seksi Bina SDM Koperasi)
Dari penyataan tersebut pemerintah daerah harus terus mendorong gerakan-
gerakan koperasi khususnya yang dibentuk atau didirkan oleh masyarakat harus
terus di dampngi didalam menjalankan RAT dan selalu memiliki kemampuan
manajemen pengelolaan yang lebih baik lagi dan berkualitas.

4) Letak pengambilan keputusan

Keputusan apa yang diambil jika banyak ditemui koperasi-koperasi yang
tidak aktif serta tidak menjalankan usahanya. Menurut Kepala Dinas dan Kepala
Bidang Koperasi serta kepala seksi bina kelembagaan koperasi jika banyak
koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan usahanya tidak berjalan apa yang
dilakukan oleh Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan :

“Secara struktur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM

akan melaksanakan pembinaan kepada koperasi yang ada dengan

memberikan surat untuk melaksanakan RAT, selain itu juga jika tiga tahun
berturut-turut hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan yang diambil
oleh Disperindagkop sebagai pemilik kebijakan didalam melakukan
pembinaan terhadap koperasi yang ada yaitu dengan mengusulkan
koperasi tersebut untuk dibubarkan. Hal tersebut dilakukan supaya

kedepannya pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif dapat
lebih efektif dilakukan. Saat ini ada sekitar 77 (twjuh puluh tujuh)
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koperasi yang akan dibubarkan.

(wawancara dengan Bapak Abdul Munir Kepala Disperindagkop dan

UMKM dan Bapak Fredy Kepala Bidang Koperasi)

Dari penyataan tersebut di atas, analisis peneliti bahwa kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM beserta staf pelaksana bertindak tegas didalam
melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerja koperasi. Artinya bahwa
kepala Dinas memiliki tanggung jawab penuh didalam sebuah kebijakan program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dijalankan dan secara teknis
kepala bidang merupakan pelaksana teknis dilapangan yang langsung
mengimplementasikan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi baik
itu melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian, sosialisasi, dan pemberian
bantuan modal bagi koperasi.

Banyak koperasi yang didirikan karena hanya ingin memperoleh bantuan
saja, setelah bantuan diterima koperasi itu sudah tidak aktif lagi dan bantaun yang
diterima tadi hanya untuk kalangan sendiri atau perorangan saja, padahal
pembinaan awal telah diberikan oleh SKPD teknis sehingga saat ini koperasi-
koperasi yang tidak aktif tadi membebani pembinaan di lapangan. Hal inilah yang
membuat dinas teknis mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang
No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, untuk membubarkan koperasi yang
tidak aktif dan tidak menjalankan usahanya lagi.

Sedangkan menurut kepala seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi
bahwa:

“Pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif terus dilakukan

oleh SKPD teknis karena keterbatasan anggaran, namun kendala yang

selalu di hadapi adalah besarnya anggaran untuk melakukan pembinaan
terhadap koperasi yang tidak aktif mengingat letak secara geografis dan

Jjuga masalah komitmen bersama pada saat pendirian koperasi yang tidak
konsisten.
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(Wawancara dengan Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha
Koperasi Bapak Hasan Basri, SE)

Analisa peneliti dari pernyataan diatas bahwa secara teknis bidang koperasi telah
melakukan pembinaan di lapangan kepada koperasi-koperasi yang tidak aktif di
Kabupaten Nunukan termasuk juga yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan,
dengan memberikan pendampingan oleh petugas penyuluh koperasi lapangan
yang ada di setiap Kecamatan. Pembinaan sudah dilakukan secara maksimal,
namun masih sangat terbatas, dan saat ini petugas penyuluh koperasi lapangan
tersebut telah dimutasi akibatnya pembinaan terhenti sehingga menghambat
kinerja pembinaan dilapangan.

5) Pelaksana Program

Pelaksana program implementasi kebijakan dilaksankan oleh aparatur
yang sesuai kewenangan yang diberikan dam merupakan tugas pokoknya serta
didukung dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Pemimpin setiap unit
hendaknya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan para pelaksannya
mempunyai keterampilan yang dibutuhkan batk itu secara kualitas maupun
kuantitas.

Pelaksana implementasi kebijkaan senantiasa diawali oleh pimpinan
pemerintah sebagai agensi eksekutif. Menurut Nugroho (2009:649) bahwa empat
pilihan pelaksana implementasi yang sesungguhnya, yaitu :

a) Pemerintah, meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategon
directed, atau berkenan dengan eksistensi negara bangsa.

b) Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-
kebijakan yang government driven policy. Hal ini termasuk pelayapan KTP

dan Kartu Keluarga yang melibatkan jaringan kerja nonpemerintah ditingkat
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masyarakat.

¢) Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan-
kebijakan pelayanan publik yang societed driven policy. Hal ini termasuk
kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang
mendapat subsidi pemerintah.

d) Masyarakat sendin, yang disebut people (atau provate) driven policy.
Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan
oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.

Mengacu pendapat diatas bahwa siapa saja yang melaksanakan Program
Peningkatan Kualitas Kelambagaan Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan yang merupakan pelaku utama atau sebagai government
driven policy.  Jika diuraikan maka para pelaksana kebijakan program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian
Perdangangan Koperasi dan UMKM beserta aparatur bidang koperasi, SKPD
Teknis terkait, Dekopin, Perangkat Kecamatan dan masyarakat yang merupakan
obyek utama didalam implementasi kebijakan program pengembangan koperasi di
Kabaupaten Nunukan. Sementara masyarakat sendiri selaku pelaku utama adalah
gerakan-gerakan masyarakat yang membentuk sebuah koperasi yang
berkecimpung dibidang usaha jasa dan perdagangan, bidang pertanian, bidang
kelautan dan perikanan dan kehutanan dan perkebunan yang disebut sebagai
pelaku ekonomi masyarakat atau people driven policy.

Lebih lanjut dikatakan oleh kepala bidang koperasi bahwa para pelaksana
implementasi kebijakan program kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan

koperasi telah melibatkan aparatur pelaksana yang ada :
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“SDM kami sudah kami maksimalkan termasuk pendamping koperasi di

setiap kecamatan, namun saat ini pendamping itu tidak diperpanjang lagi
kontraknya. Rencana kedepan kami akan merekrut petugas penyuluh
lapangan untuk membantu didalam melaksanakan pendampingan
langsung di kecamatan-kecamatan. Memang kami akui dari sisi
kompetensi kami lemah atau terbatas, kami memerlukan pelatihan
semacam 10T karena itu sangat penting bagi SDM kami didalam
melakukan pembinaan ke Koperasi™.

(wawancara dengan Bapak Fredy Kepala Bidang Koperasi)

Dari pemyataan diatas dapat di analisis bahwa untuk menjalankan keenam
kegiatan dalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi selama 5
(lima) tahun hanya dapat menjalankan satu kali dalam satu tahun anggaran selama
lima tahun dan porsi terbesar yang dilakukan hanyalah bersifat pembinaan,
sosialisasi dan pelatihan dan tidak semua koperasi dilibatkan. Hal ini disebabkan
karena para pelaksana di lapangan menemui beberapa kendala diantaranya
anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh
aparatur pelaksana di bawah (kepala seksi dan staf pelaksana), peningkatan
kompetensi aparatur sangat diharapkan mengingat mereka merupakan pelaksana
implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan nonma, standar
dan ketentuan peraturan yang ada. Peningkatan kompetensi yang diinginkan
adalah pelaksanaan pendidikan Training of Trainer (TOT) khusus pengelolaan
perkoperasian yang kedepannya sangat diperlukan untuk melakukan
pendampingan langsung kepada masyarakat dan gerakan-gerakan koperasi di
tengah-tengah masyarakat.

Kemudian faktor eksternalnya adalah rendahnya kualitas sumber daya
manusia anggota koperasi itu sendiri baik yang ada di Kecamatan Nunukan

Selatan secara khusus maupun yang ada di Kabupaten Nunukan umumnya, hal ini

terlihat sulit berkembngnya koperasi-koperasi yang ada dan usaha koperasinya
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tidak berjalan dengan baik dan lancar, manajemen koperasi yang masih sulit
dilakukan terutama tata kelola atau manajemen pengelolaan keuangan koperasi
hal tersebut diakibatkan karena pemahaman anggota dan pengurus koperasi yang
rendah.

Hal lain juga disebabkan oleh adanya pergantian pejabat pelaksana di
lapangan sehingga mengakitbatkan program tersebut di ditindaklanjuti lagi
sehingga terhenti. Hal ini dikatakan oleh Ketua Dekopin Kabupaten Nunukan
bahwa :

“SDM yang ada sekarang sudah terlibat dalam kegiatan ini, namun sering

berganti pejabat sehingga program yang sudah dijalankan kadang tidak

dilaksanakan lagi karena berganti kebijakan lagi. Kemudian koordinasi
antara stakeholders juga harus diperkuat bukan jalan sendiri-sendiri,
misalnya saja Dekopin jika ada koperasi yang akan diusulkan oleh

Disperindagkop untuk memperoleh bantuan maka mereka akan bertanya

koperasi mana yang layak dapat bantuan”.

(Wawancara dengan Bapak Agus Salim, SP ketua Dekopin Nunukan)

Peran serta SKPD teknis terkait untuk memberikan pendampingan dan
penyuluhun secara khusus kegiatan bantuan atau pemberian bantuan modal usaha
maka sangat diharapkan untuk lebih mengintensif bantuan yang diterima melalui
penyuluhan dan pendampingan langsung di lapangan.

6) Sumberdaya yang dilibatkan

Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan
program penigkatan kualitas kelembagaan koperasi diantaranya sumber daya
manusia yang memiliki keterampilan didalam bidangnya beserta perangkat dan
stakeholders Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dekopin, sumber daya anggaran
yang merupakan pendukung utama didalam menjalankan sebuah kebijakan

program peningkatan kualitas kelembagaan, standart atau norma yang berlaku

yang merupakan sumber daya informasi serta sarana dan prasarana didalam
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mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Sumber daya manusia yang berupa perangkat Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang,
dan Kepala Seksi SDM dan Bina kelembagaan dan usaha koperasi yang didukung
oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya yaitu baik itu penyuluh
dilapangan maupun anggota Dekopin yang selalu membina gerakan-gerakan
koperasi dilapangan. Sumber daya tersebut haruslah memiliki keahlian atau
kompetensi khusus didalam menjalankan program sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing stakeholders. Oleh karena itu setiap perangkat
tentunya harus memiliki ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf pelaksana
yang dibutuhkan dengan keterampilan pengelolaan khususnya disektor usaha
koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditanganinya.

Dengan banyaknya jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan (312
koperasi) tentunya dibutuhkan jumlah personil yang cukup dengan kemampuan
yang memadai. Bidang Koperasi sendiri hanya memiliki dua orang kepala seksi
didalam mengiplementasikan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
banyaknya jumlah koperasi yang ada merupakan tantangan tersendiri didalam
melakukan pembinaan dan pendampingan di lapangan ditambah lagi dengan letak
geografis koperasi-koperasi yang tersebar di bebeapa kecamatan membuat
program tersebut membutuhkan sumber daya baik itu aparatur dan sumber daya
anggaran yang besar.

Menurut kepala bidang koperasi pelibatan sumberdaya aparatur Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM :

“Sumber daya aparatur sudah dimaksimalkan namun menjadi
permasalahan adalah jumiah SDM yang ada terbatas ditambah lagi
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anggaran sangat terbatas sekali, mengingat ada kegiatan prioritas SKPD
yang lain yang perlu pendanaan. SDM Dinas belum optimal dalam
memberikan pembinaan terhadap pengelolaan koperasi dengan baik dan
benar, hanya sebatas memberikan pemahaman melaksanakan RAT, dan
bagaimana syarat-syarat membentuk koperasi. Belum ada staf atau
pelaksana yang mengikuti TOT (training of trainer) khususnya
disektor/bidang koperasi yang mampu menjadi pendamping didalam
mempraktekkan usaha koperasi dengan baik padahal TOT ini merupakan
kebutuhan bagi aparatur didalam membantu dan mendukung koperasi-
koperasi yang ada. Seharusnya yang namanya perkoperasian harus ada
10T nya karena bersingungan langsung dengan masyarakat, baik itu
dipropinsi dan pusat pasti ada TOT nya™.
(wawancara dengan kepada Bidang Koperasi Bapak Fredy, S.Kom)
Sumber daya aparatur pemerintah sangat menentukan sukses dan tidaknya
suatu kebijakan. Aparatur Dinas harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan
anggota-anggota koperasi. Sebagai pelaksana pembinaan di lapangan harus
memiliki aparatur-aparatur yang memiliki keterampilan karena yang namanya
koperasi harus ada TOTnya mengingat koperasi ini bersingggungan langsung
dengan masyarakat, loyalitas, dedikasi tinggi dan mampu menyelesaikan
pekerjaan yang diberikan kepadanya, karena implementasi program peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi menuju koperasi yang professional, mandiri dan
tangguh membutuhkan komitinen dan konsistensi sehingga kedepan tidak ada lagi
koperasi yang dibubarkan atau tidak aktif. Jika ini terjadi maka koperasi-koperasi
yang ada akan rentan terhadap keberadaannya didalam meningkatkan ekonomi
kerakyatan. Dan koperasi-koperasi yang ada tadi menjadi malas, sulit untuk
berkembang terutama basis usahanya dan akan mati suri.
Hal tersebut juga disampikan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia
Kabupaten Nunukan bahwa :

“Perlunya Tenaga Pendamping koperasi disetiap kecamatan-kecamaian
yang dilatih atau diberikan diklat baik itu tamatan SMA hingga Sarjana
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sehingga akan memudahkan pendampingan kepada koperasi-koperasi
disetiap kecamatan supaya koperasi-koperasi tersebut dapat menjalankan
usahanya sesuai dengan peraturan tentang perkoperasian dengan baik
dan benar. Untuk merekrut tenaga pendamping harusnya memiliki latar
belakang yang sesuai dengan koperasi misalnya sarjana ekonomi,
pertanian, perikanan dan kedepan harusnya yang diperkuat adalah
pendampingan secara terus menerus dilapangan bagi gerakan-gerakan
koperasi yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga mereka lebih kuat.

(Wawancara dengan Bapak Agus Salim ketua Dekopin Nunukan)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan bertujuan
baik, yaitu ingin benar-benar memberikan pembinaan dan pelayanan kepada
koperasi-koperasi yang ada untuk memperkuat basis perekonomian rakyat di
daerah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih didalam ikut
mengurangi angka kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Pembinaan kepada koperasi bertujuan supaya koperasi tersebut sehat dan aktif
serta maju usahanya dengan melaksanakan prinsip-prinsip perkoperasian dengan
baik dan konsisten serta rasa memiliki koperasi dari semua anggota koperasi yang
ada.

Namun kondisi yang dihadapi adalah minimnya anggaran dan keterbatasan
personil serta pemahaman SDM aparatur pelaksana yang masih kurang untuk
melaksanakan pembinaan tersebut sehingga perlunya pendidikan dan pelatihan
yang lebih intensif sehingga tujuan akhirnya diharapkan koperasi-koperasi yang
memperoleh pembinaan, pendampingan dilapangan akan semakin mandirn, kuat,
tangguh dan professional didalam mengelola koperasinya.

Penataan personil dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi dan

efektifitas dalam pengelolaan organisasi perangkat Dinas, artinya jumlah personil

dengan beban kerja serta kemampuan dan penempatan harus sesuai dengan
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kualifikasi terutama tenaga pendamping lapangan yang merupakan ujung tombak
didalam melakukan pendampingan kepada koperasi dan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat serta berupaya membantu mengusulkan proposal bantuan dana
bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan. Pendamping juga akan melakukan
monitoring dan pengawasan kepada koperasi supaya dapat berjalan dengan efektif

dan berdaya guna.

b. Lingkungan Kebijakan (Contex of Policy)

Menurut Grindle (1980:10) bahwa implementasi adalah proses
pelaksanaan pembuatan keputusan yang mencakup berbagai pelaku. Dalam
proses-proses pelaksanaan program tertentu, banyak pelaku ditugaskan untuk
membuat pilihan-pilihan tentang alokasi khusus sumber daya dan sebagian lagi
mencoba mempengaruhi keputusan.

Para pelaksana kebijakan secara intensif atau marginal terlibat dalam
implementasi, tergantung isi program dan bentuk pelaksanaannya. Masing-masing
memiliki kepentingan tertentu dalam program, dan mencoba mendapatkannya
dengan membuat tuntutan pada prosedur-prosedur alokasi. Seringkali, tujuan-
tujuan pelaksana tersebut, bertentangan satu sama lain sehingga hasilnya konflik
tersebut ditentukan oleh strategi, sumber daya baik itu manusianya maupun dana
(anggaran), dan posisi kekuatan masing-masing pelaksana (implementornya).

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Implementasi kebijakan program pengembangan koperasi yang diuraikan

ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan menunjukkan penilaian

kapasitas kekuatan para pelaksana, kepentingan, dan strategi pelaksana untuk
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mencapai tujuannya. Hal tersebut membantu penilaian potensi untuk pencapaian
tujuan-tujuan kebijakan dan program. Dalam pencapaian dimaksud pejabat sering
dihadapkan masaah-masalah yang muncul berkaitan dengan interaksi lingkungan
program dan administrasi program.

Dalam mengatasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan interaksi
lingkungan program dan administrasi program, pejabat atau pelaksana harus
mengenali dan memahami masalah tentang bagaimana mencapai kesesuaian
dengan tujuan akhir yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan dan merespon
masalah melalui pencapaian tujuan-tujuan kebijakan dan program dengan
memperhatikan lingkungan khusus.

Satuan perangkat Daerah terkait dan Dekpoin harus responsive terhadap
kebutuhan anggota koperasi atau masyarakat gerakan koperasi yang dimaksudkan
sebagai sasaran tyjuan. Selain itu untuk memperoleh hasil yang efektif, pelaksana
harus terampil dalam memahami dan mengimplementasikan dengan baik, karena
mereka melaksanakan kebijakan dan program publik.

Untuk mendukung hal-hal tersebut, kepala Dinas, kepala Bidang dan
SKPD terkait mempunyai kekuasaan dalam menerapkan kebijakan yang menjadi
tanggung jawab melalui kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dapat
diterapkan oleh pelaksana yang terlibat. Pola strategi yang diterapkan adalah
melalui koordinasi antar instansi dan Dekopin terkait dengan implementasi
kebijkana program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Menurut kepala
bidang koperasi apa yang dilakukan oleh stakeholders Dinas perindustrian
perdagangan koperasi dan UMKM dalam melaksanakan implementasi program

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan tahun 2011-2016 adalah :
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“Lebih meningkatkan pengawasan dengan evaluasi monitoring dan
pelaporan, pembinaan dan pendampingan di lapangan, meskipun terbatas
dari sisi anggaran dan sumberdaya manusia terutama penyuluh koperasi
lapangan yang belum ada, sehingga saat ini hanya sebagian saja petugas
pendamping koperasi lapangan yang dimanfaatkan untuk membantu
didalam pembinaan dilapangan terhadap koperasi-koperasi yang disetiap
kecamatan” .

(Wawancara dengan kepala bidang koperasi Bapak Fredy, S.Kom)

Pengawasan sangat baik dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan
apalagi menyangkut sebuah program yang sudah terencana didalam rencana
strategis dinas terkait, sebuah kebijakan jika tidak diawasai akan menghasilkan
program yang gagal atau tidak mencapai target. Jika program sudah berjalan maka
sebuah program tersebut harus dievaluasi. Dalam hal ini evaluasi dipandang suatu
kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian
evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijaksanaan,
program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi ataupun tahap dampak kebijakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa strategi apa yang dilakukan oleh kepala
dinas agar koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan dan secara
umum di Kabupaten Nunukan agar program peningkatan kualitas kelembagaan ini
harus benar-benar diimplementasikan oleh koperasi-koperasi yang ada, yaitu :

“Menerapkan kebijakan dan peraturan yang sudah ada contohnya jika
koperasi tidak melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut, maka
koperasi tersebut akan diusulkan untuk dibubarkan karena akan
membebani secara pendanaan didalam melaksanakan pengawasan,
monitoring dan evaluasi. Dan perlunya koordinasi dengan SKPD terkait
dan Dekopin sehingga koperasi-koperasi dipacu untuk melaksanakan RAT
tepat waktu’.

(wawancara dengan kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Abdul Munir,

S7).

Jika strategi ini benar-benar diterapkan maka koperasi-koperasi yang tadinya tidak
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mempedulikan RAT dan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi secara baik dan
benar, maka koperasi yang ada tersebut tentunya akan dibubarkan karena akan
mengganggu keberadaan koperasi-koperasi yang ada selama ini. Sementara
terhadap koperasi-koperasi yang aktif dilakukan pendampingan untuk
menjalankan usahanya terutama didalam membantu dari sisi permodalan usaha
dalam bentuk barang yang sesuai dengan jenis usahanya. Koperasi mengajukan
permohonan kepada pemerintah pusat dan akan dilakukan verifikasi dari dinas
perindustrian perdangan koperasi dan UMKM serta meninjau langsung koperasi
yang ada untuk melihat secara jelas komitmen serta usaha yang dijalankan.

Selain pola strategi dalam bentuk koordinasi antar pelaksana SKPD teknis
dengan SKPD teknis lainnya dan Dekopin Nunukan, yang dilakukan oleh
pelaksana dalam menjalankan kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana
yang terlibat adalah penguatan kapasitas dan kompetensi pelaksana implementasi
kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. pelaksana teknis perlu
disiapkan baik secara kuantitas maupun kualitas, yang selama ini masih kurang
sekali. Sedangkan menurut kelapa seksi bina SDM koperasi, strategi yang
dilakukan Disperindagkop dan umkm agar koperasi-koperasi yang ada tetap aktif
dan menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik.

“Melakukan penguatan kapasitas dan keterampilan dalam memberikan

tugas kepada pendamping koperasi lapangan disetiap kecamatan, yang

memiliki loyalitas yang tinggi wuntuk melaksanakan pendampingan
langsung dilapangan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip
perkoperasian dengan baik dan benar”.

(Wawancara dengan kepala seksi bina sdm koperasi Bapak

Drs. Zuhdari).

Hal tersebut senada yang disampaikan oleh ketua Dewan Koperasi Indonesia

Kabupaten Nunukan bahwa:
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“Perlunya tenaga pendamping lapangan yang sudah memperoleh
pendidikan dan pelatihan yang ditempatkan disetiap kecamatan untuk
melakukan pembinaan dan sosialisasi program pengembangan koperasi
khususnya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga
koperasi-koperasi yang berada disetiap kecamatan semakin memahami
prinsip-prinsip perkoperasian dengan benar dan dapat menjalankan
usahanya’.

(Wawancara dengan Bapak Agus Salim Ketua Dekopin Nunukan).

Petugas pendamping lapangan alangkah baiknya jika diangkat secara fungsional
dan tidak terikat secara struktural di Kecamatan Nunukan Selatan, hal ini
menghindari adanya pergantian atau mutasi petugas pendamping koperasi
lapangan ke SKPD lain sehingga pembinaan akan terputus dan tidak terus
menerus dilakukan. Berbeda hal nya jika dilakukan secara fungsional maka
pembinaan akan berjalan dengan baik karean secara fungsi akan tepat.

2) Karakteristik Lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikan setiap
rincian kegiatan perlu keterbukaan dan kejelasan agar dapat dipahami para
pelaksana sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Lokus pelaksanaan kegiatan
urusan harus jelas dan dapat dipahami semua unsure pelaksana, sehingga ada
kesatuan tindak untuk mewujudkan kebijakan kearah yang lebih sesuai dengan
keinginan bersama.

Menurut kepala bidang koperasi, bahwa karakteristik Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan UMKM sehingga banyak koperasi yang dibubarkan
atau tidak aktif.

“Aparatur Disperindagkop dan UMKM masih lemah dalam melaksanakan

Jfungsi pembinaan terhadap pelaksanaan program penigkatan kualitas

kelembagaan baik dari sisi bina SDM dan sisi kelembagaan koperasi itu

sendiri hal ini dikarenakan staf pelaksana yang ada dibidang koperasi
tidak permah mengikuti TOT (training of trainer) padahal kebutuhan itu

sangat diperlukan oleh staf pelaksana mengingat koperasi memerlukan
fungsi manajerial yang baik untuk mencapai koperasi-koperasi yang
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professional, mandiri dan tangguh didalam menjalankan usahanya.
(Wawancara dengan kepala bidang koperasi Bapak Fredy, S.Kom)

Sedangkan karakteristik masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif dan anggota

koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan adalah
“Antusias  masyarakat terhadap program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi saat ini yang dilaksanakan oleh SKPD
Disperindagkop cukup baik, hal ini sangat mendukung dan mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

(Wawancara dengan kepala seksi bina kelembagaan koperasi Bapak
Hasan Basri, SE)

Sebagai pengambil keputusan, seorang pemimpin harus tegas dalam mengambil

keputusan, mengontrol setiap program yang sedang berjalan dan tegas

menerapkan peraturan kepada aparatur di lingkungan kerjanya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Ketua Dekopin Kabupaten Nunukan bahwa :
“Karakteristiknya sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa
banyak koperasi yang terus diberikan kesempatan untk berkembang.
Cuma permasalahannya masih  kurang koordinasi dengan dekopin
sehingga banyak informasi yang terputus’”.

(wawancara dengan Bapak Agus Salim ketua Dekopin Nunukan)

Bahwa didalam mengimplementasikan sebuah program maka sangat dibutuhkan

koordinasi para stakeholders yang ada sehingga ada kesepahaman didalam

menjalankan program ini agar dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat atau
gerakan-gerakan koperasi yang ada ditengah masyarakat.

3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Loyalitas dan konsistensi implementasi program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi serta didukung oleh keahlian dan keterampilan pelaksana
merupakan modal untuk mewujudkan kearah yang lebih baik.

Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana untuk mengimplementasikan

program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi terutama sosialisasi,
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pemberian bantuan dan diklat pengelolaan perkoperasian dilingkungan pemerintah
dacrah sangat diperlukan sebagai upaya untuk mendukung efektifitas
implementasi kebijakan program dimaksud. Menurut Grindle (1980:111) bahwa
terdapat dua faktor paling penting dalam implementasi efektif pada program
pemerintah, yaitu personil yang terlatih secara kompeten dan tersedianya jumlah
personil. Untuk mencapai implementasi efektif yang didasarkan pada kedua
faktor tersebut, distribusi personel berkualitas dan memiliki motivasi tinggi pada
setiap tingkatan implementasi perlu dilakukan secara merata, adil dan sesuai
kebutuhan organisasi. Hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan kepatuhan
dan daya tanggap personil sebagai pelaksana implementasi kebijakan program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan memiliki motivasi tinggi
bahkan juga kepada kelompok sasaran harus memiliki motivasi yang tinggi juga
didalam menerima dan melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan
dimaksud.

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang
dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan
program dari pemerintah. Pada dasamya program yang dilakukan adalah demi
kepentingan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejalteraan rakyat dan
mengurangi angka kemiskinan, sehingga rakyat disini dapat seiring sejalan
dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari pemerintah,
sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk
mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga
akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan

sebagaimana mestinya.
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Darn hasil wawancara dengan informan, masyarakat dan gerakan koperasi
merespon baik, antusias terhadap program peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi terutama dengan sosialisasi, pemberian bantuan dan diklat perkoperasian,
serta memahami mekanisme didalam mengelola koperasi, meskipun ada beberapa
koperasi yang belum taat dalam melaksanakan RAT dan menjalankan usahanya
sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perkoperasian dengan baik dan benar.

Menurut kepala bidang koperasi, bahwa tingkat respon dan kepatuhan
aparatur atau staf pelaksana kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
cukup baik hal im ditandai dengan masih banyak koperasi yang masih eksis dan
dapat mempertahankan jalannya usahanya, karena dengan kegiatan pembinaan
dan pendampingan terus menerus terutama tata kelola manajemen keuangan maka
koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan selatan khususnya dan di Kabupaten
Nunukan umumnya dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Sementara tingkat kepatuhan dan responsivitas pengurus koperasi atau
gerakan koperasi sangat diharapkan konsistensinya didalam menjalankan
pengelolaan koperasi baik itu pengelolaan usahanya, pengelolaan manajemen
koperasi menuju koperasi yang mandiri, maju dan berdaya saing dengan koperasi-

koperasi atau usaha lainnya.

¢. Hasil kebijakan

Dari program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang
dilaksanakan di Kecamatan Nunukan Selatan khususnya dan Kabupaten Nunukan
pada umumnya maka diperoleh hasil dari sebuah kebijakan dilihat dari :

1) Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok
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Dari implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
yang dilaksanakan telah memberikan dampak yang cukup baik bagi
pengembangan koperasi yang ada di kecamatan Nunukan Selatan khususnya
koperasi-koperasi yang aktif, hal ini terlihat dengan berjalannya usaha koperasi
yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan seperti yang dirasakan oleh koperasi
KPN Imigrasi, bahwa :

“Sangat berdampak positif karena kami sering diikutkan pendidikan dan

pelatihan manajemen perkoperasian ototamis kami sudah terbiasa dan

mampu mengelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian
sehingga kedepan harapan kami semua anggota koperasi dan penguris
koperasi terutama bisa dilatih sehingga mampu mandiri dengan baik.

Kami sudah melakukan kemitraan dengan jasa catering, kemudian SHU

yang setiap tahun dibagikan sudah mampu kami sisihkan untuk kegiatan

sosial, pendidikan, dan rekreasi’.

(Wawancara dengan Bapak Kaharuddin Ketua Koperasi Karyawan

Imigrasi)

Koperasi karyawan imigrasi ini telah memberikan kontribusi nyata bagi
perkembangan anggota koperasinya, dimana setelah diberikan sosilisasi dan
pelatihan terhadap pengurus koperasi ternyata koperasi sudah melakukan
keminteraan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mitra (dalam hal ini
jasa cattering/rumah makan) untuk melakukan usaha dan koperasi hanya
mengambil fee (keuntungan dari pembangian usaha cattering/rumah makan).

Koperasi ini setiap akhir tahun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan,
(RAT) dan melakukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Hasil pembinaan dan
monitoring dari Disperindagkop dan UMKM bahwa koperast karyawan Imigrasi
adalah satu koperasi yang aktif dan sehat. Koperasi ini mampu menyisithkan SHU
untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan rekreasi atau wisata.

Namun disisi lain dampak dari Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi belum terlihat kepada semua koperasi yang ada di
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Kabupaten Nunukan (312 Koperasi), hal ini terbukti bahwa banyak koperasi yang
tidak ataupun belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatiban, sosialisasi
tentang prinsip-prinsip pengelolaan koperasi, serta banyak koperasi yang belum
atau difasilitasi untuk memperoleh bantuan modal baik dari pemerintah Pusat,
Provinsi dan Pemerintah Daerah sendiri. Sehingga banyak koperasi-koperasi yang
tidak aktif dan tidak sehat serta tidak mampu menjalankan usaha koperasinya
dengan baik.
2) Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat
Secara umum perubahan dan penerimaan yang terjadi dimasyarakat sangat
nyata hal ini ditandai dengan banyaknya permohonan pendirian koperasi dari
masyarakat dimana tahun ini ada sekitar 20 permohonan pendirian koperasi,
sehingga perlunya pembinaan yang intensif terhadap koperasi yang mengusulkan
pendirian dan koperasi yang aktif sehingga kedepan diharapkan koperasi dapat
bermitra dengan pihak lain untuk memperoleh nilai tambah dan usahanya dapat
terus berjalan. Namun persoalan yang terjadi adalah ketidakkonsistennya anggota-
anggota koperasi didalam menjalankan usaha koperasinya serta kurangnnya
pengetahuan dan pemahaman sebagian besar anggota koperasi tentang makna dari
pendirian koperasi. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh kepala bidang
koperasi bahwa :
“Perubahan dan penerimaan masyarakat sangat baik, jika koperasi itu
mau betul-betul menerapkan dan menjalankan sesuai dengan prinsip-
prinsip perkoperasian. Kalau saya mengambil contoh bahwa saat ini
diwilayah sebuku, sembakung dan lumbis khsusunya masyarakat yang
berkebun mereka sudah mampu melakukan kemitraan dengan perusahaan
kelapa sawit sehingga hasil kebun mereka jual melalui wadah koperasi

yang mereka bentuk, sehingga terjaga harga jual dari mereka
(Wawancara dengan Bapak Fredy, S.Kom Kepala Bidang Koperasi)
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Lebih lanjut dikatakan kepala seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi
bahwa masyarakat :
“Cukup responsive dan masyarakat mau diajak dan mau didampingi terus
didalam menjalankan dan mengelola koperasinya. Apalagi pendamping
koperasi lapangan sangat menolong koperasi-koperasi yang sulit
dijangkau dengan dana yang terbatas”.
(Wawancara dengan Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha
Koperasi Bapak Hasan Basri, SE)
Masyarakat dan gerakan-gerakan koperasi yang telah dibina harus terus
didampingi mengingat keterbatasan dari masyarakat itu sendir, sehingga

kedepannya mereka akan semakin kuat dan memahami dengan baik bagaimana

melaksanakan usaha koperasinya.

d. Faktor-faktor penghambat
Faktor utama yang menjadi penghambat dalam implementasi
pengembangan koperasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
terdapat pada sumberdaya baik itu sumberdaya manusianya dan anggaran yang
terbatas pada bidang koperasi, sehingga untuk menjalankan 8 (delapan) kegiatan
tersebut  tidak  bisa  dimaksimalkan  atau  dioptimalkan  didalam
pengimplementasiannya. Hal ini dikatakan oleh Kepada Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasidan UMKM Bapak Abdul Munir, ST :
“Orang mendirikan koperasi semata-mata hanya ingin mendapatkan
banatuan saja, sehingga tidak memahami bahwa koperasi didirikan atas
komitmen bersama sehingga koperasi terkesan milik perorangan saja”.
Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Bidang Koperasi Bapak Fredy, S.Kom bahwa :
“SDM anggota koperasi minim dalam memahami prinsip-prinsip koperasi
ditambah lagi masalah anggaran yang sangat minim, pernah kami
mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendukung koperasi-

koperasi yang ada di Nunukan dan saat ini belum ada tanggapan.
Disamping itu sumber daya manusia implementator di bidang koperasi
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yang masih sangat terbatas dan belum ada aparatur (SDM) yang

mengikuti  TOT (training of trainner) tentang koperasi sehingga

mengalami  kesulitan saat melaksanakan kegiatan pembinaan dan
terutama pendampingan di lapangan’.

Sedangkan faktor eksternal yaitu, terletak pada pelaku koperasi itu sendiri.
Dimana banyak koperasi-koperasi yang aktif tidak menjalankan prinsip-prinsip
perkoperasian dengan baik dan benar misalnya tidak taat melaksanakan RAT,
tidak membagikan SHU (sisa hasil usaha) kepada anggotanya, tidak menyetor
simpanan wajib dan belum dibentuknya manager dan pengawas koperasi sehingga
tidak ada yang menggerakkan usahanya secara rutin sehingga kegiatan tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan
Kepala Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bapak Hasan Basri,
SE bahwa:

“Disamping masalah anggaran, kesadaran masyarakat tentang koperasi
dan kesadaran pengurusnya melaksanakan RAT tidak dilaksanakan. Rata-
rata koperasi yang bediri tahun 1990-2000 ada yang dari bulungan yang
saat ini tidak aktif ditambah sebagian koperasi yang berdiri tahun 2010.
Faktor lain yaitu letak geografis, seperti dikrayan dan krayan selatan
biasanya anggaran kurang sehingga banyak koperasi yang berada
dikedua wilayah tersebut belum tersentuh dari program ini’”.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi Bina SDM Koperasi
yang menyatkan bahwa :

“Ketersedian dana kita, karena kalau kita membuat kegiatan 2-3 kegiatan
pelatihan paling yang disetujui 1 kegiatan saja. Bagaimanan dengan sisi
SDM? Kalau SDM khusus ditingkat kabupaten memang teknik-teknik
narasumber belum menguasai karena belum ada diklat secara khusus
semacam TOT, saya belum pernah padahal itu sangat diperkukan supaya
pas tampil bisa luwes dan bisa mengena”.

(wawancara dengan Kepala Seksi Bina SDM Koperasi)

Lebih lanjut disampaikan bahwa faktor eksternal terletak pada sumberdaya

manusia koperast itu sendiri yang ada di kecamatan Nunukan Selatan. Hasil

wawancara dengan Bapak Kamaruddin ketua koperasi Mamolo Sejahtera:
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“Bahwa kapasitas’kualitas SDM pengelola koperasi harus lebih baik,
karena rata-rata anggota koperasi yang ada saat ini hanya berpendidikan
SD-SMP, untuk itu diperlukan tenaga pendampingan koperasi dilapangan,
sehingga melakukan pendampingan untuk terus membina koperasi yang
ada khususnya bagaimana wupaya koperasi melakukan tata kelola
keungan'manajemen keungan koperasi dengan baik”.

Disamping faktor diatas ada juga faktor yang sangat menghambat
pengembangan koperasi yaitu faktor personal atau kepada orang perorang yang
akan mendirikan koperasi semata-mata hanya ingin mendapatkan bantuan,
sehingga setelah koperasi terbentuk dan berdiri maka anggota koperasi tersebut
tidak fokus pada bidang usaha yang digeluti karena hanya mengandalkan bantuan
dari pemerintah saja sechingga kemandirian dan anggota tidak ada. Hal ini sesuai
dengan pernyataan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Bapak Abdul Munir, ST bahwa :

“Selama ini setelah dilakukan evaluasi oleh SKPD kami, bahwa ada

faktor yang menghambat jalannya implementasi pengembangan koperasi

di Kabupaten Nunukan yaitu adanya keinginan orang yang mendirikan

koperasi semata-mata hanya akan mendapat bantuan saja. Sehingga

setelah mereka mendapat bantuan koperasi itu bukan difungsikan sebagai
milik bersama namun hanya milik orang perorang saja’.

(Wawancara dengan Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM)

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala seksi bina kelembagaan koperasi
Bapak Hasan Basri, SE mengatakan bahwa :

‘secara umum letak geografis Kabupaten Nunukan yang sangat sulit

dijangkau  merupakan  penyebab  tidak  berjalannya  program

pengembangan koperasi dengan baik karena membutuhkan biaya yang
besar”.
Untuk menjalankan delapan kegiatan dalam mendukung program peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan ditambah lagi dengan
banyaknya koperasi yang terdaftar di Kabupaten Nunukan yang mencapai 312

koperasi (koperasi primer) dan tidak didukung oleh petugas koperasi lapangan
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atau secara fungsional, membuat program implementasi pengembangan koperasi
hanya sebatas pada pembinaan dan monitoring dan tidak semua koperasi yang ada
memperoleh pendidikan dan pelatihan.

Lebih lanjut dikatakan oleh ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten
Nunukan, bahwa :

“Kurangnya SDM perindaghop di desa atau dikelurahan. SDM kalau

bisa untuk penyuluh jangan pegawai negeri karena akan dipindah,

kecuali dia secara fungsional. Pada saat merekrut mereka tidak
konsultasi dengan DEKOPIN sehingga kurang komunikasi. Butuh
kompetensi khusus yaitu bidang ekonomi, pertanian, perkebunan, dan
perikanan karena mereka bergerak dibidang itu. Adanya motivasi
mendirikan koperasi yang tidak baik maka dari itu dibutuhkan kejujuran
dalam menjalankan usaha koperasi. Faktor lain adanya mutasi aparatur
atau pejabat sehingga program tidak berlanjut. SDM masyarakat masih
kurang mereka tidak tau bagaimana mengelola koperasi, karean
sosialisasi masih kurang dan kualifikasi pendidikan yang hanya tamatan

SD-SMA khusus koperasi yang dibentuk masyarakat.

(wawancara dengan Bapak Agus Salim ketua Dekopin Nunukan)

Dan penyataan diatas bahwa Disperindagkop dan UMKM perlu
memikirkan kualitas dan Kuantitas SDM yang ada baik ditingkat Kabupaten,
Kecamatan bahkan di Desa. Sangat diharapkan adanya perekrutan tenaga
penyuluh koperasi lapangan yang memiliki kompetensi khusus atau kualifikasi
pendidikan bidang ekonomi, pertanian, perkebunan dan perikanan mengingat
koperasi-koperasi yang ada disetiap kecamatan bergerak disektor pertanian dalam
arti luas.

Mutasi pejabat atau aparatur juga perlu dipertimbangkan khususnya
bidang koperasi karena jika mutasi dilakukan secara cepat maka program yang
sudah dijalankan juga akan terkendala karena tidak dilanjutkan, hal ini karena
bergantinya pejabat pelaksana program dimaksud.

Faktor lain yang perlu menjadi perhatian serius kedepan yaitu apabila
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memberikan status badan hukum kepada koperasi terlebih dahulu dilakukan pra
koperasi, artinya ada pembinaan secara langsung dilapangan dengan melihat
kesiapan, kepengurusan, dan keanggotaan koperasi serta berjalankah usahanya
sesuai dengan rencana AD/ART yang diusulkan. Hal ini akan berdampak sangat
baik jika koperasi dibina sebelum mereka berdiri, sehingga jika koperasi tersebut
menerima bantuan maka mereka akan bertanggung jawab penuh dan mampu

mengelolanya lebih baik lagi.

e. Faktor pendukung
Selain faktor penghambat di atas, terdapat pula faktor-faktor pendukung dari

hasil temuan di lapangan sebagai berikut :

1) Adanya pendampingan koperasi lapangan yang telah direkrut dan diberikan
pelatihan di Jatinagor Bandung.

2) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) cabang Nunukan memberikan kriteria -
kriteria bagi koperasi yang akan memperoleh bantuan modal maupun barang
atau jasa.

3) Adanya dukungan dar stakeholders diantaranya Dinas Pertanian, dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memberikan
bantuan modal bagi pelaku koperasi yang bergerak disektor pertanian dalam
arti luas.

4) Adanya kewajiban dari pengurus koperasi untuk menyampaikan RAT (Rapat
Anggota Tahunan) kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Nunukan.

5) Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam
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pemberian bantuan modal kepada koperasi yang aktif dan usahanya berjalan.

C. Pembahasan

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah program yang
disusun oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM Kabupaten
Nunukan Periode 2011-2016 yang tertuang didalam rencana strategis yaitu
membangun Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang mandiri, tangguh, profesional serta memiliki
Jaringan bisnis yang kuat dan mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan
pendapatan masyarakat secara nyata. Tujuannya adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing.

Dani hasil akhir penelitian tersebut kita dapat melihat teori yang
dikemukakan oleh Mirelle S. Grindle dalam Agustino (2006:154) yang
menyatakan bahwa :

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya,

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang

telah ditentukan, yaitu meihat pada program aksi dan yang kedua apakah
tujuan program tersebut tercapai”.

Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Grindle tersebut peneliti dapat
menjelaskan mengenai implementasi kebijakan program pengembangan koperasi
di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis ke beberapa koperasi
khususnya di Kecamatan Nunukan Selatan dan secara umum di Kabupaten
Nunukan bahwa sepanjang tahun 2011-2016 bahwa indikator yang digunakan
oleh penulis untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program peningkatan

kualitas kelembagaan koperasi yaitu berdasarkan pendekatan teori grindle dilihat

dari Isi Kebijakan dan Lingungan Kebijakan adalah bahwa program peningkatan
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kualitas kelembagaan koperasi ini belum berjalan secara optimal karena ada
sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) koperasi di Kabupaten Nunukan yang akan
dibubarkan termasuk 3 (tiga) koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan
hal mi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya belum memadainya pengetahuan
SDM teknis dan belum optimalnya kinerja SDM Aparatur pelaksana
Implementast tersebut mengakibatkan aparatur teknis kurang memahami

 pekerjaan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya, masih lemahnya
koordinasi antar stakeholders baik itu Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten
Nunukan dan pembinaan antar Satuan Kerja Perangka Daerah terkait dengan
koperasi-koperasi yang memiliki badan hokum sehingga pembinaan tidak berjalan
optimal, disamping pemahaman aparatur yang masih kurang, sumberdaya
manusia implementator juga masih sangat terbatas apalagi sering bergantinya
pejabat pelaksana program dan kebijakan.

SDM Aparatur teknis belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan
sebagai seorang trainer of training (TOT) khusus pengelolaan koperasi sehingga
pemahaman tentang perkoperasian dan pengelolaannya tidak maksimal yang
mengakibatkan tidak professional didalam mengimplementasikan program
dimaksud.

Komitmen anggota koperasi yang tidak konsisten terhadap maksud
mendirikan koperasi itu sendiri, sumber daya pengurus koperasi yang minim
pengetahuan dan pemahaman akan pengelolaan perkoperasian. Penyebab lainnya
adalah banyaknya atau menjamurnya koperasi di Kabupaten Nunukan sehingga
tidak semua koperasi memperoleh pembinaan dan pendampingan apalagi bantuan

modal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga koperasi sulit
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untuk mandiri dalam pengelolaannya dan berkembang usahanya.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Grindle (1980)
khususnya isi kebijakan, bahwa sebuah kebijakan akan berhasil
diimplementasikan dengan baik jika sumberdaya baik itu SDM Implementator
maupun SDM penerima program sudah memadai sehingga pada saat
melaksanakan program khususnya pengembangan koperasi melalui peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi tidak menemui kendala atau hambatan. Disamping
itu sumber daya khususnya anggaran (dana) juga harus didukung mengingat
sebuah program bila dijalankan sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk
menjalankan program dimaksud.

Sangat mudahnya pendirian koperasi juga merupakan penyebab tidak
kuatnya koperasi, seharusnya koperasi yang akan mendirikan badan hukum perlu
dilakukan pembinaan terlebih dahulu yaitu melalui pra koperasi selama satu tahun.
Dalam melaksanakan pra koperasi maka calon koperasi tersebut terlebih dahulu
didampingi dalam pembinaan dan pemahaman baik dari sisi kelembagaan dan
usahanya maupun dar sisi sumber daya manusia koperasinya sehingga calon
koperasi itu dapat memahami dengan baik perkoperasian dan setelah melewati
pra koperasi akan dilakukan evaluasi oleh SKPD teknis apakah usahanya berjalan
baik dan aktif, jika koperasi tersebut ternyata dapat berjalan dengan baik maka
akta pendinian koperasi barulah diproses dan dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang sehingga kedepan koperasi tidak banyak yang mangkrat, yang justru
akan membebani anggaran SKPD teknmis didalam melakukan pengawasan,
pembinaan, evaluasi dan monitoring di lapangan serta pemberian bantuan modal.

Standar, prosedur dan norma didalam mengimplementasikan program dan
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kegiatan harus dibuat secara jelas dan terukur dengan mempertimbangkan
keuangan (anggaran) sehingga didalam pelaksanaannya aparatur pelaksana
memiliki pedoman teknis yang jelas sehingga didalam menjalankan tugas tidak
hanya berpedoman pada undang-undang perkoperasian dan peraturannya
melainkan juga memiliki prosedur pelaksana teknis di lapangan untuk lebih
mengarahkan program ini dengan baik.

Pemahaman Aparatur Disperindagkop dan UMKM tentang Program
Pengembangan Koperasi harus baik dan mengetahui secara teknis, sehingga pada
saat program ini di Implementasikan dapat berjalan dengan baik. Namun kendala
yang dihadapi saat imi jika melihat sumber daya aparatur yang ada tentunya
sangatlah kurang mengingat kualitas SDM harus lah memiliki kompetensi yang
diinginkan untuk mengimplementasikan program dimaksud diantaranya harus
memiliki kemampuan dan mengetahui bagaimana pengelolaan koperasi,
pemahaman akan koperasi secara teknis harus dikuasai sehingga pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan dilakukan secara professional .

Pendampingan dilapangan melalui tenaga pendamping koperasi lapangan
haruslah direkrut secara khusus dengan kuaifikasi dan kompetensi yang
dibutuhkan dengan menyesuaikan sektor-sektor ekonomi produktif yang tersebar
di 16 Kecamatan. Hal ini akan memudahkan koperasi-koperasi yang usahanya
bergerak disektor tersebut untuk lebih berkembang, maju, mandiri dan mampu
mengelola koperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dengan
baik dan benar. Perekrutan tenaga pendamping harus memiliki kompetesi di
bidang ekonomi, pertanian, perikanan dan perkebunan dan bukan berasal dani

aparatur kecamatan yang tentunya tidak optimal melakukan pembinaan karena
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terikat dengan tugas pokok dan fungsinya di kecamatan masing-masing.

Sementara untuk Lingkungan Implementasi menurut teori Grindle (1980)
bahwa strategi yang dijalankan kedepan untuk melaksanakan program
pengembangan koperasi adalah dengan merekrut tenaga pendamping koperasi
lapangan atau tenaga penyuluh koperasi lapangan yang akan ditempatkan disetiap
kecamatan untuk melakukan pembinaan dengan baik di lapangan sehingga akan
semakin efektif dan efisien serta koperasi-koperasi yang ada dapat memperoleh
pembinaan dengan baik.

Dari pembahasan di atas bahwa, sumberdaya baik 1tu manusia dan
anggaran memegang peranan penting didalam mengimplementasikan sebuah
kebijakan yang berfokus kepada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Hal
tersebut sudah sejalan dengan teori Grindle (1980) yang menyatakan bahwa
sumber daya manusia harus memadai dalam hal kualitas dan kuantitas atau
dengan kata lain bahwa dari sisi jumlah personil maupun dari sisi kompetensi
dasar harus dimiliki, jumlah sarana dan prasarana, besamya pembiayaan serta
mekanisme kerja yang jelas harus disiapkan secara matang.

Komunikasi juga memegang peranan penting didalam
mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dani hasil wawancara di Ilapangan
dengan ketua Dekopin bahwa Disperindagkop dan UMKM masih kurang
koordinasi dengan Dekopin yang notabene adalah Pembina gerakan-gerakan
koperasi di lapangan, padahal koordinasi ini sangat penting misalnya saja dalam
menentukan koperasi yang akan memperoleh bantuan maka Dekopin dapat
merekomendasikan koperasi yang mampu untuk mengelola dan menerima

bantuan itu. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Van Mater dan Hom
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dalam (Agustino 2006:142) bahwa komunikasi mememang peranan penting bagi
berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Lebih lanjut Hogwood dan
Gunn dalam Wahab bahwa “ Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan
mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi
yang cocok, meainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu
praktik pelaksanaan kebijakan”.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat kurang berjalannya
program implementasi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga
koperasi kurang berkembang adalah sumber daya manusia koperasi yang kurang
memadai karena banyak koperasi yang didirikan oleh masyarakat hanya memiliki
pendidikan SD-SMA saja sehingga menyulitkan pengelolaan koperasi itu secara
profesional, mandiri dan tangguh karena masih banyak yang kurang memahami
prinsip-prinsip pengelolaan koperasi terutama tata kelola dan manajemen
keuangan koperasi dengan baik dan benar.

Disamping itu pembinaan dari SKPD teknis masih terbatas mengingat
banyaknya koperasi di Kabupaten Nunukan sehingga menuai kendala dan faktor
lainnya adalah letak secara geografis yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan
petugas atau aparatur Dinas terkait didalam melakukan dan menjalankan program
pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan. Perlunya dukungan pemerintah
baik itu pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terhadap akses pasar dengan cara
meningkatkan keterkaitan usaha, kepastian usaha, perluasan akses terhadap
informasi usaha dan penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai serta
penyederhanaan perizinan, memperluas akses terhadap sumber permodalan,

Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen dan Mengembangkan
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kerjasama usaha sangatlah diperlukan didalam upaya melakukan pembinaan dan
memperbaiki kondisi koperasi yang ada. Dukungan itu dapat berupa pemberian
bantuan dana bergulir, bantuan sarana dan prasarana, bahkan dalam bentuk

pendampingan langsung di lapangan.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang yang dikemukakan
pada bab sebelumnya maka penulis dapat simpulkan hasil penelitian sebagai
berikut :

1. Implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi oleh
pemerintah Kabupaten Nunukan belum berjalan baik, dilihat dari [si
Kebijakan, ternyata pemahaman kepentingan dan ketepatan sasaran program
belum maksimal dan sangat terbatas, karena banyak koperasi yang belum
menerima program dimaksud diantaranya terbatasnya koperasi yang
mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi prinsip-prinsip
koperasi, dan pemberian bantuan modal kepada koperasi. Selain itu Sumber
daya pelaksana belum memadai karena masih belum menguasai pekerjaan itu
secara baik hal ini dibuktikan bahwa aparatur belum pemah mengikuti
pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang memadai. Meskipun
demikian penerima manfaat dari program ini telah membantu meningkatkan
perekonomian anggota dan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya
didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dilihat dani lingkungan kebijakan ternyata Disperindagkop dan
Dekopin selaku advokasi dan fasilitasi dilapangan telah menjalankan tugas
dan tanggungjawab dengan baik dan mampu mewujudkan kehendak dan

harapan anggota koperasi berupa memfasilitasi bantuan modal kepada
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koperasi meskipun masih terbatas, dan memberikan pembinaan koperasi-
koperasi di lapangan, sehingga respon anggota koperasi dan antusias
masyarakat untuk membentuk atau mendirikan koperasi sangat baik serta
strategi pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
sudah dijalankan dengan baik yaitu melakukan pembinaan dan jika koperasi
tidak melaksanakan RAT maka akan di bubarkan sehingga tidak membebani

SKPD teknis didalam melakukan pembinaan karena akan menyangkut

masalah anggaran.

2. Faktor pendukung implementasi program pengembangan koperasi di
Kecamatan Nunukan Selatan secara khsusus dan umumnya di Kabupaten
Nunukan adalah :

a. Adanya pendampingan koperasi lapangan yang telah direkrut dan
diberikan pelatihan di Jatinagor Bandung.

b. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) cabang Nunukan memberikan
kriteria —kriteria bagi koperasi-koperasi yang akan memperoleh bantuan
baik itu modal dan barang atau jasa.

¢. Adanya dukungan dan stakeholders diantaranya Dinas Pertanian, dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang
memberikan bantuan modal bagi pelaku koperasi yang bergerak disektor
pertanian dalam arti luas.

d. Adanya kewajiban dari pengurus koperasi untuk menyampaikan RAT
(Rapat Anggota Tahunan) kepada Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.

e. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam
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pemberian bantuan modal kepada koperasi yang aktif dan usahanya
berjalan.
Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala didalam
pengembagan koperasi adalah :

a. SDM koperasi atau anggota koperasi yang kurang memadai terutama
koperasi-koperasi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atau dengan
kata lain bukan koperasi pegawai negeri

b. Pembinaan masih sangat terbatas karena banyaknya koperasi yang ada di
Kabupaten Nunukan dan letak geografis dan kecamatan-kecamatan di
Kabupaten Nunukan yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan
pembiayaan yang besar didalam melakukan pembinaan dilapangan.

¢c. Adanya trauma masa lalu, dimana koperasi dibentuk karena adanya
keinginan semata-mata hanya ingin memperoleh bantuan saja sehingga
banyak koperasi yang mandek jika sudah memperoleh bantuan modal
dan tidak meneruskan usahanya sehingga koperasi tersebut tidak aktif

dan sehat.

B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis
menyarankan bahwa :
1. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi
produktif secara luas di setiap kecamatan melalui workshop dan pelatihan
pendidikan tentang perkoperasian secara intesif sehingga masyarakat semakin

memahami prinsip-prinsip dan pengelolaan koperasi dengan kebersamaan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42524 pdf
140

kekeluargaan.

2. Diharapkan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
Kabupaten Nunukan lebih memperhatikan setiap masyarakat pelaku usaha
ckonomi produktif dan koperasi yang harus dan wajib dibantu dengan lebih
selektif hingga tidak ada lagi kesalahan dan penyimpangan pada tahun yang akan
datang nantinya.

3. Untuk aparatur pemerintah khususnya SDM Aparatur Teknis Disperindagkop
dan UMKM Kabupaten Nunukan sebaiknya juga lebih memperhatikan
kinerjanya agar lebih ditingkatkan lagi baik itu melalui pendidikan dan
pelatihan teknis pengelolaan koperasi seperti Training of Trainer (TOT) dan
pelatthan manajemen pengelolaan koperasi sehingga kedepan koperasi

memiliki daya saing yang kompetitif.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI
DI KABUPATEN NUNUKAN
DAFTAR PERTANYAAN

(Daftar pertanyaan ini hanyalah garis besar pertanyaan dalam wawancara

langsung, pertanyaan ini akan berkembang sesuai dengan hasil jawaban atas

pernyataan tersebut)

1. Apakah anggota koperasi yang ada telah memahami pentingnya koperasi bagi
mereka dan juga mengetahui dengan baik tentang program peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi?

2. Apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kecamatan Nunukan
Selatan dan secara keseluruhan di Kabupaten Nunukan?

3. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi?

4. Sejauh mana manfaat yang diterima oleh anggota koperasi atau sebuah
koperasi dengan sosialisasi pengenalan prinsip-prinsip koperasi saat ini dan
program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi lainnya?

5. Apakah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan kepada
koperasi yang ada terus menerus dilaksanakan? Apa saja yg menjadi output
didalam monitoring dan evaluast tersebut?

6. Bagaimana pelibatan SDM Disperindagkop khususnya bidang koperasi

didalam mengimplementasikan program peningkatan kualitas koperasi saat
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i dan apakah SDM yang ada juga sudah mengetahui dan memahami
program peningkatan kualitas kelembagaan ini dengan baik?

7. Apakah SDM aparatur bidang koperasi sudah memadai? Jika belum
kompetensi apa yang dibutuhkan didalam meningkatkan SDM dimaksud?

8. Didalam program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi yang
dyalankan saat 1 bagaimana dengan pelaksana program terutama
Sumberdaya yang ada apakah sudah di fungsikan dengan baik?

9. Strategi yang dijalankan oleh Bapak selaku implementator didalam
pelaksanaan program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi saat ini?

10. Seberapa besar dukungan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
terutama Anggaran yang diberikan untuk menjalankan program peningkatan
kualitas kelembagaan koperasi saat ini? Apakah sudah maksimal?

11. Apakah pelatihan manajemen perkoperasian saat ini telah diterapkan dengan
baik oleh anggota koperasi terutama di dalam melaksanakan RAT (Rapat
Umum Anggota), dan Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) diakhir tahun
dilaksanakan?

12. Bagaimana kapasitas dan kompetensi pelaksana aparatur program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?

13. Apakah sasaran program pengembangan koperasi melalui peningkatan
kualitas koperasi?

14. Apa yang dilakukan oleh para stakeholders untuk mensukseskan Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan?

15. Bagaimana karakteristik Bidang Koperasi sehingga banyak koperasi yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



tidak aktif? Dan bagaimana karakteristik dari Implementator (kabid dan kasi)
serta aparatur pendamping di kecamatan didalam menjalankan program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?

16. Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon aparatur Disperindagkop dan
UMKM dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?

17. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program
pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan terutama upaya untuk
melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi saat ini?

18. Apa dampak yang terjadi dimasyarakat atau anggota koperasi terhadap
implementasi program peningkatan kualitas koperasi terutama dari pelatihan
koperasi, pemberian bantuan modal dan keikutsertaan koperasi melalui
pameran? Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan anggota terutama SHU
yang dibagikan di akhir tahun?

19. Bagaimana hasil yang diperoleh oleh pelaku koperasi dengan adanya

pendamping di kecamatan didalam pembinaan yang dilakukan?
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Lampiran 2. Matriks hasil wawancara dari informan
' No | Inﬁi@b}/dim/énﬁﬂl‘”H;;ﬂ wawancara yang telah direduksi

A | Isi Kebijakan (conteks of policy)

1 | Kepentingan- a. AM: Sejauh ini tidak ada kepentingan khusus
kepentingan yang dalam implementasi program khsusunya
mempengaruhi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,
implementasi program hal ini terlihat semua masyarakat dan koperasi
peningkatan kualitas bergiliran diberikan kesempatan untuk
kelembagaan koperasi memperoleh bantuan modal, sosialisasi dan

pendidikan pelatihan perkoperasian, meskipun

masth terbatas dan tidak semua koperasi

dijangkau. Karena tujuan dari program
dimaksud adalah untuk meningkatkan daya
saing koperasi dan UMKM yang tertuang
didalam RPJMD.

b. F: Kalau berbicara kepentingan tidak ada
karena semua diperlakukan sama, yang
menjadi persoalan adalah banyak koperasi
yang tidak aktif dan tidak sehat karena mereka
tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang
ada, karena mengelola koperasi membutuhkan
kemampuan manajerial dalam

~__pengelolaannya. i
HB: Tidak ada kepentingan khusus, kami
sebisa mungkin melakukan pembinaan dan
menjangkau mereka khususnya kepada
masyarakat yang akan mendirikan koperasi
kami terus intensifkan supaya mereka
kedepannya akan mampu dan memahami arti
darni koperasi yang mereka dirikan secara
bersama-sama tadi.

P‘ AS: Tidak ada, karena kitakan melihat dan

pada kinerja mereka apakah siap dalam

pembukuan, administrasi, siap dalam
pemberian simpan pokok tadi.

2 | Manfaat apa yang a. AM: Manfaat yang diperoleh dengan

T

dirasakan oleh dilaksanakannya program tersebut sangat
anggota koperasi atau dirasakan oleh koperasi yang ada saat ini tidak
sebuah koperasi terkecuali yang ada di Kecamatan Nunukan
dengan Selatan, dimana ada beberapa koperasi yang
disosilisasikannya sudah sering ditkutkan didalam pameran,
program peningkatan bahkan diberikan bantuan modal. Memang
kualitas kelembagaan mereka sangat terbantu karena usaha mereka
koperasi melalui akan jalan jika perhatian dari pemerintah itu
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pengenalan prinsip- dekat ke mereka, mereka dapat memahami

prinsip koperast, Uaganad mengeioia koperast, dau wengeiola

pemberian bantuan bantuan modal atau keuangan dalam

modal dan menghidupkan koperasi mereka. Jadi program

pendampingan di tersebut sangat bermanfaat dan memberikan

lapangan? dampak bagi usaha atau peningkatan ekonomi
mereka.

F: Manfaatnya bahwa dengan adanya koperasi
mereka sangat terbantu khususnya didalam
mengelola usahanya, mengembangkan
usahanya lebih baik lagi. Misalnya seperti
petani/pekebun sawit pada saat mereka
weanen ercka tdak iangsung menjual
sendiri-sendirt hasil buah sawitnya, namun
ditampung melalui koperasi yang mereka
bentuk dan dijual ke perusahaan. Manfaat
lainnya jika mereka membeli pupuk subsidi
mereka membeli dari koperasi yang
menyediakan pupuk untuk pertanian.
Z: Mereka bisa melaksanakan RAT dengan
ketentuan yg ada, dalam pengelolaan usaha
mereka dapat mengetahw teknik-teknik
| pemasaran.
ri‘ HB: Program peningkatan kuaiitas
kelembagaan koperasi yang dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun ini telah memberikan
dampak yang cukup baik terutama dan sisi
keberlanjutan usaha koperasi bagi koperasi
vang aktif.

7

Harapan kami, kami mengharapkan lebih
banyak lagi koperasi-koperasi di Kabupaten
Nunukan, dan dengan adanya bantuan itu kami
sangat mengharapkan ada rangsagan bagi
mereka untuk memotivasi Koperasi i,
Bantuan sosial yang diperoleh ada sekitar 22 -
50 juta per koperasi. Dalam bentuk uang
sesuai dengan program dari kementerian dan
bantuan tersebut langsung masuk ke rekening.
Bantuan tersebut diperoleh tahun 2014 dan
2015.

e. AS: Saya juga menangani lembaga keuangan
di sembakung, yang saya temukan itu pertama
anggota bertani dia belum panen tapi anaknya
maaih cabnlah Adimana natani ini manocambhil
masth sekolah, dimana petani ini mengambil
uang untuk menyekolahkan anaknya ya dari
lembaga keuangan itu sendiri, pada saat
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mereka panen lalu mereka menjual ke koperasi |
hasil dari penjualan itulah akan digunakan
untuk membayar pinjaman dan lembaga
keuangan tadi. Terus bagaimana mereka
membagikan SHU setiap tahunnya. Jadi
sangat-sangat bermanfaat program yang sudah
dijalankan khususnya mereka memahami
bagaimana mengelola koperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip koperasi dengan baik dan benar
sehingga kesejahteraan mereka juga
meningkat.
f. KMR: Sangat-sangat bermanfaat buat kami
pak, apalagi kami ini1 sudah banyak dibantu
pemerintah jadi kami juga malu kalau koperasi
kami tidak jalan.
M : Kami sangat terbantu dengan program in1
dimana telah memberikan manfaat yang besar
bagi anggotanya. Setiap akhir tahun saat
melaksanakan RAT koperasi menyisthkan
SHU untuk keperluan dana pendidikan 2,5 %,
sosial 2,5 % dan wisata atau rekreasi 15 %
yang disepakati oleh seluruh anggota koperasi.
Dana diperoleh dan simpanan pokok
Rp. 500.000,-, simpanan wajib Rp. 50.000.,-
dan pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,-
dengan bunga 10 % (yang disepakti oleh

el

anggota).
Apa sasaran program . AM: Sasaran program ini kepada masyarakat
pengembangan dan koperasi-koperasi yang aktif, kenapa tidak
koperasi melalui kepada koperasi yang tidak aktif karena pada
peningkatan saat ke lapangan koperasi itu sudah tidak ada
kualitas kelembagaan lagi dan tidak memiliki kepengurusan lagi.
koperasi? b. F: Sasaran program ini kepada koperasi yang

memang menjalankan usaha koperasinya

sesuai AD/ART.

Z : Sasarannya yaitu kepada masyarakat-
masyarakat yang akan membentuk koperasi
disosialisasikan terlebih dahulu di 16
kecamatan, sosialisasinya itu tentang apa yang
disebut koperasi dan bagaimana cara
membentuk dan mendirikan koperasi serta
memberikan penjelasan juga usaha-usaha apa
saja yang bisa dikembangkan didalam
koperasi.

d. HB: Sasarannya tentunya masyarakat-
masyarakat baik itu yang bertani, atau nelayan
dan juga pegawai-pegawai yang ingin
membantu dan meningkatkan kesejahteraan

I
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keluarga. kedepannya gapoktan-gapoktan
petani rumput laut kami akan dorong untuk
membentuk koperasi sehingga pada saat
mereka panen mereka tidak dipermainkan oleh
tengkulak. Sedangkan Pelatihan dan
pendidikan lebih difokuskan kepada koperasi-
koperasi yang aktif.

AS : Sasarannya tentunya masyarakat disemua
tingkatan di setiap kecamatan dan gerakan-
gerakan koperasi. Anggota atau kepengurusan
koperasi-koperasi yang aktif dan ada
kepengurusannya, karena banyak koperasi
yang hanya tinggal nama saja. Bagaimana
masyarakat itu bisa sejahtera dan ekonomi
keluarganya berjalan ya tentunya kita dorong
dalam sebuah wadah yaitu koperasi.
contohnya di wilayah 3 sembakung banyak
petani-petani sawit, nah untuk menjual hasil
panennya tentunya mereka menggunakan
koperasi sehingga perusahaan mau menerima
hasil panennya.

Derajad perubahan
apa yang ingin dicapai
oleh Pemerintah
daerah dengan
digulirkannya atau
dilaksanakannya
program peningkatan
kualitas kelembagaan
koperasi melalui
bantuan modal,
sostalisasi, pendidikan

AM: Dengan adanya kegiatan sosialisasi,
diklat perkoperasian, bantuan modal serta
monev tentunya pemerintah menginginkan
adanya perubahan pandangan dan koperasi
bahwa koperasi membawa kesejahteraan bagi
anggotanya dan secara umum bagi
masyarakat, koperast akan mampu mengelola
usahanya sesuai dengan aturan, melaksanakan
RAT dan koperasi semakin maju, mandiri dan
bisa melakukan kemitraan menuju daya saing
koperasi dan UMKM

dan pelatihan
perkoperasian?

F : Kami berharap bahwa koperasi-koperasi
yang sudah mendapat bantuan dan diikutkan
dalam sosilisasi pendidikan dan pelatihan
dapat terus memacu peningkatan usaha
koperasinya dengan baik, dan kami sangat
berharap mereka bisa mengembangkan
usahanya sesuai dengan AD/ART mereka.

7

Z : Perubahannya yang paling kami harapkan
dan memang sudah ada kelihatan itu adalah
pelaksanaan RAT jadi ada peningkatannya
yaitu kualitasnya. Lalu Keterampilan
mengelola koperasi semakin meningkat.
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4 | Keputusan apa yang }i AM : Sepanjang 3 tahun berturut-turut —]

diatbii jika banyak Koperast udak melaksanakan RAT dan

koperasi yang tidak Kepengurusannya tidak berjalan lagi bahkan

melaksanakan RAT usahanya maka kami akan bersurat untuk

dan tidak menyampaikan dan mengingatkan ke koperasi

melaksanakan kena tidak melaksanakan ketentuan dalam

usahanya sehingga undang-undang perkoperasian. Dan jika

banyak koperasi yang mereka tidak taat kami dengan tegas akan
tidak sehat dan tidak membubarkan. Hal ini kami buktikan bahwa
aktif? tahun 2015 hingga saat ini ada 77 koperasi
yang akan kami bubarkan karena akan
membebani didalam pembinaan kedepan
0. T . Secara situkiul Dinas Ferindusirian
Perdagangan Koperasi dan UMKM akan
melaksanakan pembinaan kepada koperasi
yang ada dengan memberikan surat untuk
melaksanakan RAT, selain itu juga jika tiga
tahun berturut-turut hal tersebut tidak
dilakukan maka tindakan yang diambil oleh
Disperindagkop sebagai pemilik kebijakan
didalam melakukan pembinaan terhadap
koperasi yang ada yaitu dengan mengusulkan
koperasi tersebut untuk dibubarkan. Langkah
ickuisiya ydiiu wenguinuwkan koperasi-
koperasi yang tidak menjalankan RAT 3 (tiga)
tahun berturut-turut untuk diusulkan
dibubarkan. Hal tersebut dilakukan supaya
kedepannya pembinaan terhadap koperasi-
koperasi vang bermasalah alias tidak aktif
__ dapat lebih efektif dilakukan.
t. HB : Pembinaan terhadap koperasi-koperasi
yang tidak aktif terus dilakukan oleh SKPD
teknis meskipun tidak kontiyu karena
keterbatasan anggaran, namun kendala yang
selaiu di hadapi adalah Desamya anggaran
untuk melakukan pembinaan terhadap
koperasi yang tidak aktif mengingat letak
secara geografis dan masalah lain yaitu
komitinen bersama pada saat pendinan
koperasi vang tidak konsisten.
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Bagaimana pelibatan @.

SDM Disperindagkop
khususnya bidang
koperasi sebagai
pelaksana program
didalam
mengimplementasikan
program peningkatan
kualitas koperasi saat
ini? dan apakah SDM
yang ada juga sudah
mengetahui dan
wemahan prograin

F : SDM kami sudah kami maksimalkan
ictinasuk pendaping kopetast di seitap
kecamatan, namun saat ini pendamping itu
tidak diperpanjang lagi kontraknya. Rencana
kedepan kami akan merekrut petugas
penyuluh lapangan untuk membantu didalam
melaksanakan pendampingan langsung di
kecamatan-kecamatan. Memang kami akui
dari sisi kompetensi kami lemah atau terbatas,
kami memerlukan pelatthan semacam TOT
karena itu sangat penting bagi SDM kami
didalam melakukan pembinaan ke Koperasi.

peningkatan kualitas b,

kelembagaan ini
dengan baik?

Z : Karena koperasi yang ada namanya
koperasi pertanian, perikanan, perkebunan
sehingga SKPD yang terkait adalah yaitu
pertanian, perkebunan, perikanan jadi mitra
kami dan mereka melakukan pembinaan juga
dalam bentuk semacam koperasi nelayan bisa
memberikan bantuan peralatan alat tangkap
bagi nelayan, penyediaan sarana dan
prasarana dalam menunjang kegiatan mereka.

Bagaimana SDM
koperasi itu sendiri
khususnya SDM
Koperasi yang
anggotanya dari
kelompok
masyarakat ?

7

HB : Kami berupaya maksimalkan dan kami
sudah mengetanui program dimaksud, khusus
Tenaga pendamping itu efektif cuma masih
ada kelemahannya karena merupakan
tenaga/staf kecamatan maka secara fungsi
masih terikat dengan tugas pokoknya
dikecamatan sehingga akan menvulitkan
didalam melakukan pembinaan kedepan.

Saya kira masih kurang disamping kekurangan
tenaga ditambah dengan pengetahuan tentang
koperasi masih kurang. Hal in1 yang menjadi
permasaiaihan khususnya daya tangkap
anggota /pengurus koperasi sehingga pada saat
ikut pelatihan banyak yang tidak dilaksanakan.

AS : SDM yang ada sekarang sudah terlibat
dalam kegiatan ini, namun sering berganti
pejabat sehingga program yang sudah
dijalankan kadang tidak dilaksanakan Jagi
karena berganti kebijakan lagi. Kemudian
koordinasi antara stakeholders juga harus
diperkuat bukan jalan sendiri-sendiri, misalnya
saja Dekopin jika ada koperasi yang akan
diusulkan oleh Disperindagkop untuk
memperoleh bantuan maka mereka akan
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bertanya siapa koperasi yang layak dapat

Dagiuail,

Perlunya tenaga pendamping koperasi disetiap
kecamatan-kecamatan yang dilatih atau
diberikan diklat baik itu tamatan SMA hingga
sarjana sehingga akan memudahkan
pendampingan kepada koperasi-koperasi
disetiap kecamatan supaya koperasi-koperasi
tersebut dapat menjalankan usahanya sesuai
dengan peraturan tentang perkoperasian
dengan baik dan benar. Untuk merekrut tenaga
pendaiping Harusiya memitiki latar belakaiig
yang sesuai dengan koperasi misalnya sarjana
ekonomi, pertanian, perikanan dan
kedepannya harus diperkuat adalah
pendampingan secara terus menerus
dilapangan bagi gerakan-gerakan koperasi
yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga
mereka lebih kuat.

Apakah Tenaga e. M : Ya sudah semua pak dilakukan, apalagi
Pendamping Koperasi pendamping sangat menolong kami pak,
berjalan dan koperasi kami belum pemnah dapat bantuan
Fembetian Baniuan wodal iciapl darl bauk kat dapai baniuau
Modal, Sosialisasi untuk menghidupkan usaha kami.
Prinsip-prinsip f. KHR: Kalau sumber daya dari Dinas sendiri,
perkoperasian, serta saya rasa sudah cukup dan tahun 2614 kami
mengkiutsertakan sempat didampingi didalam mengelola
koperasi didalam koperasi khsusunya dari tenaga pendamping
pamaran sudah semua yang direkrut oleh Disperindagkop. Kedepan
dilaksanakan? tenaga pendamping ini yang harus di
maksimalkan.

B MCLS: Kalau SDM kanu sebenamya sudah
cukup baik terutama pengurusnya, dan jika
kami meiihat SDM Disperindagkop saya pikir
sudah cukup memadai tetapi yang paling
penting itu pendamping. Kemarin sempat ibu
Elsy dari kecamatan yang selalu datang
mendampingi kami, tetapi akhir-akhir ini tidak
lagi berjalan. dapat informasi dari
Disperindagkop kalau pendamping koperasi
tidak diperpanjang lagi.

6 | Apakah sumberdaya a. AM: Sebenamya belum maksimal, namun
yang ada di fungsikan tenaga pendamping ini sangat membantu dinas
dengan baik? kami didalam melakukan pendampingan dan
pembinaan diiapangan kiisususnya kepada
koperasi yang ada, bagaimana mengelola
koperasi dan bagimana melakukan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42524 pdf
155

menjalankan usaha koperasinya dengan baik
sehingga mereka taat menjalankan
koperasinya.

Apakah SDM
aparatur bidang
koperasi sudah
memadai? Jika belum
kompetensi apa yang
dibutuhkan didalam
meningkatkan SDM
dimaksud?

. F : Sumber daya aparatur sudah

dimaksimalkan namun menjadi permasalahan
adalah jumlah SDM yang ada terbatas
ditambah lagt anggaran sangat terbatas sekali,
mengingat ada kegiatan prioritas SKPD yang
lain yang perlu pendanaan. Dinas
perindustrian perdagangan koperasi dan umkm
kabupaten nunukan belum optimal yaitu
didalam memberikan pembinaan terhadap
pengelolaan koperasi dengan baik dan benar,
hanya sebatas memberikan pemahaman
melaksanakan RAT, dan bagaimana syarat-
syarat membentuk koperasi. Belum ada staf
atau pelaksana yang mengikuti TOT (training
of trainer) khususnya disektor/bidang koperasi
yang mampu menjadi pendamping didalam
mempraktekkan usaha koperasi dengan baik
padahal TOT ini merupakan kebutuhan bagi
aparatur didalam membantu dan mendukung
koperasi-koperasi yang ada. Seharusnya yang
namanya perkoperasian harus ada TOT nya
karena bersingungan langsung dengan
masyarakat, baik itu dipropinsi dan pusat pasti
ada TOT nya.

Perlukah ada
peningkatan
kompetensi SDM?

Z : Kalau menurut saya khusus yg berkaitan
dengan bina kelembagaan dan usaha koperasi,
karena itu ada kaitannya dengan masalah
usaha, latar belakang kepala seksinya sarjana
ekonomi itu sudah tepat. Namun kalau
berbicara masalah jumlah pegawai dan tenaga
kami masih kekurang, karena untuk bidang
koperasi itu yang namanya PNS staf tidak ada
yang ada hanya honor dua orang.

Jelas perlu adanya peningkatan kompetensi
SDM apalagi kami sering menjadi
Narasumber maka kami perlu mendapat diklat
untuk mempertajam kemampuan kami.

. HB: Saya kira masih kurang disamping

kekurangan tenaga tambahan pengetahuan
tentang koperasi juga belum memadai karena
kami masih belajar secara ototdidak dari buku-
buku peraturan, kami perlu diklat TOT
perkoperasian untuk meningkatkan
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kemampuan kami.

€. AS: Pertama memang pertumbuhan koperasi
bertambah dari sisi kuantitas tetapi dari segi
kualitas turun, SDM perindagkop masih
kurang, kedua mereka kurang berpengalaman
karena masih banyak orang baru mereka masih
banyak bertanya ke kami. Dalam mengambil
keputusan secara kasar dalam pengertian masih
melihat kedalam saja, harusnya perlu
koordinasi dengan kepala desa, masyarakat dan
Dekopin.

B | Lingkungan Kebijakan (content of policy)

1 | Bagaimana strategi  p. AM : Menerapkan kebijakan dan peraturan

dan apa yang yang sudah ada contohnya jika koperasi tidak
dilakukan oleh melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-
stakeholders dalam turut, maka koperasi tersebut akan diusulkan
mensukseskan untuk dibubarkan karena akan membebani
program secara pendanaan didalam melaksanakan
pengembangan pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dan
koperasi perlunya koordinasi dengan SKPD terkait dan
Dekopin sehingga koperasi-koperasi dipacu
__untuk melaksanakan RAT tepat waktu. N

3. F: Lebih meningkatkan pengawasan dengan
evaluasi monitoring dan pelaporan, pembinaan
dan pendampingan di lapangan, meskipun
terbatas dari sisi anggaran dan sumberdaya
manusia terutama penyuluh koperasi lapangan
yang belum ada, sehingga saat ini hanya
sebagian saja petugas pendamping koperasi
lapangan yang dimanfaatkan untuk membantu
didalam pembinaan dilapangan terhadap
koperasi-koperasi yang disetiap kecamatan”.

b. Z: Melakukan penguatan kapasitas dan
keterampilan dalam memberikan tugas kepada
pendamping koperasi lapangan disetiap
kecamatan, yang memiliki loyalitas yang
tinggi untuk melaksanakan pendampingan
langsung dilapangan tentang bagaimana
menerapkan  prinsip-prinsip  perkoperasian
dengan baik dan benar.

AS : Perlunya tenaga pendamping lapangan
yang sudah memperoleh pendidikan dan
pelatihan yang ditempatkan disetiap
kecamatan untuk melakukan pembinaan dan
sosialisasi program pengembangan koperasi
khususnya program peningkatan kualitas

| kelembagaan koperasi sehingga koperasi-

w
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koperasi yang berada disetiap kecamatan —l
seutakun teutaliai prusp-prinstp
perkoperasian dengan benar dan dapat

menjalankan usahanya
2 | Bagaimana R. AM : Karakteristik SDM yang ada sudah

karakteristik Bidang cukup membantu hal ini terlihat bahwa kami
Koperasi sehingga sudah melakukan pembinaan kepada koperasi-
banyak koperasi yang koperasi yang ada meskipun koperasi-koperasi
tidak aktif? Dan yang di wilayah 3 (tiga) susah dijangkau kami
bagaimana hanya melakukan pembinaan melalui surat
karakteristik dari untuk mengingatkan mereka melaksanakan
Impiementator (kabid RAT dan menjalankan usahanya. Sedangkan
ddn kast) scria Kdlau SDM koperasi katakienisitkity a meiang

aparatur pendamping masih sangat rendah apalagi koperasi yang
di kecamatan didalam dibentuk dari masyarakat, rata-rata tingkat
menjalankan program pendidikannya SD-SMA saja sehingga

peningkatan kualitas penerimaan sosialisasi dan pembinaan sangat

kelembagaan | kurang.

koperasi? . F : Aparatur Disperindagkop dan UMKM
masth lemah dalam melaksanakan fungsi

pembinaan terhadap pelaksanaan program
penigkatan kualitas kelembagaan baik dan sisi
bina SDM dan sisi kelembagaan koperasi itu
sendiri hai ini dikarenakan siaf peiaksana yang
ada dibidang koperasi tidak pernah mengikuti
TOT (training of trainer) padahal kebutuhan
1tu sangat diperlukan oleh staf pelaksana
mengingat koperasi memerlukan fungsi
manaijerial yang baik untuk mencapati
koperasi-koperasi yang professional, mandirt
dan tangguh didalam menjalankan usahanya.
c. HB : Saat ini kami berupaya menjalankan
pembinaan, terutama sekali kami mendatangi
koperasi-koperasi yang tidak aktif dan tidak
bergairahi daiam usahanya. Hai ini beniuk
perhatian kami didalam terus membina
koperasi, terutama bagaimana mereka
memanajemen koperasi mereka dengan baik.
1. AS: Karakteristiknya sudah berjalan dengan
baik. hal ini dibuktikan bahwa banvak
koperasi yang terus diberikan kesempatan untk
berkembang. Cuma permasalahannya masth
kurang koordinasi dengan dekopin sehingga
banyak informasi yang terputus, hal ini karena

tidak adanya
3 | Bagaimana tingkat a. F:Kami berupaya mampu menjangkau
kepatuhan dan respon semua koperasi terutama didalam melakukan
| | aparatur o pendampingan, pembinaan langsung
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Disperindagkop dalam
pelaksaugan Frogram
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi di
Kecamatan Nunukan
Selatan Kabupaten
Nunukan?

dilapangan. Dan banyak masyarakat setelah
Kt meususiaiisasikau ieuiany koperasi dan
pentingnya koperasi didalam mendukung
ekonomi masyarakat ternyata banyak yang
mengusulkan untuk mendirikan atau
membentuk koperasi hal ini merupakan
adanya kesadaran tinggi dan motivasi,
komitmen.

Z: Kami terus memberikan dorongan
terutama didalam menjalankan kegiatan
pembinaan dan monitoring. Kami juga terus
mendorong koperasi-koperasi untuk taat
miciaksatiakan usailanya berdasarkan
AD/ART saat mendirikan koperasi.

HB: Kami patuh didalam memberikan
dorongan terutama didalam menjalankan
kegiatan pembinaan dilapangan dan
melakukan monitoring serta berupava
mengusulkan proposal untuk bantuan modal
dan dana bergulir ke kementerian terkait hal
tersebut merupakan langkah kami dalam
memberikan dukungan bagi koperasi.
Partisipasi masyarakat cukup tinggi didalam
mendirikan koperasi. Kedepan kam akan
mengkomunikasi dan mendorong gapoktan-
gapoktan khsuusnya petani rumput laut yang
ada di Kecamatan Nunukan Selatan untuk
membentuk sebuah koperasi. tujuannya
adalah agar mereka saling memotivasi dan
menopang satu sama lain dalam menjalankan
usahanya untuk lebih mensejahterakan
anggotanya.

Faktor-faktor
penghambat
unpiementasi program
peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi

AM : Orang mendirikan koperasi semata- -
mata hanya ingin mendapatkan banatuan saja,
sehingga tidak memainami bahwa koperasi
didirikan atas komitmen bersama sehingga
koperasi terkesan milik perorangan saja.

——

F : SDM anggota koperasi minim dalam
memahami prinsip-prinsip koperasi. ditambah
lagi masalah anggaran vang sangat minim,
pernah kami mengajukan proposal ke
pemerintah pusat untuk mendukung koperasi-
koperasi yang ada di Nunukan dan saat ini
belum ada tanggapan.

Z : Kalau yang menghambat mungkin
ketersedian dana kita, karena kaiau kita
membuat kegiatan 2-3 kegiatan pelatihan
paling yang disetujui 1 kegiatan saja.
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Bagaimanan dengan sisi SDM? Kalau SDM
khusus ditingkat kabupaten memang teknik-
teknik narasumber belum menguasai karena
belum ada diklat secara khusus semacam
TOT, saya belum pernah padahal itu sangat
diperkukan supaya pas tampil bisa luwes dan
bisa mengena.

HB : Disamping masalah anggaran, kesadaran
masyarakat tentang koperasi dan kesadaran
pengurusnya melaksanakan RAT tidak
dilaksanakan. Rata-rata koperasi yang bediri
tahun 1990-2000 ada yang dan bulungan yang
saat ini tidak aktif ditambah sebagian koperasi
yang berdiri tahun 2010. Faktor lain yaitu letak
geografis, seperti dikrayan dan krayan selatan
biasanya anggaran kurang sehingga banyak
koperasi yang berada dikedua wilayah tersebut
belum tersentuh dari program ini. Tidak semua
karena kami undang tidak sempat. Setiap tahun
pesertanya 40 koperasi (1 pengurus), jika tidak
mencukupi satu koperasi diberikan 2 orang.

d. AS : kurangnya SDM perindagkop di desa
atau dikelurahan. SDM kalau bisa untuk
penyuluh jangan pegawai negeri karena akan
dipindah, kecuali dia secara fungsional. Pada
saat merekrut mereka tidak konsultasi dengan
DEKOPIN sehingga kurang komunikasi.
Butuh kompetensi khusus yaitu bidang
ekonomi, pertanian, perkebunan, dan
perikanan karena mereka bergerak dibidang
itu.

Adanya motivasi mendirikan koperasi yang
tidak baik maka dari itu dibutuhkan kejujuran
dalam menjalankan usaha koperasi.

Faktor lain adanya mutasi aparatur atau
pejabat sehingga program tidak berlanjut.
SDM masyarakat masih kurang mereka tidak
tau bagaimana mengelola koperasi, karean
sosialisasi masih kurang dan kualifikasi
pendidikan yang hanya tamatan SD-SMA
khusus koperasi yang dibentuk masyarakat.
Selain itu apabila memberikan status badan
hukum kepada koperasi jangan langsung
tandatangan dulu harus dilalui oleh yang
namanya pra koperasi.

¢. K :Manajemennya masih tidak berjalan, krn
sekretarisnya jauh sehingga perlu perubahan.
SDM kami masih kurang dan terbatas.
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Kendalanya yg mengerjakannya bukan

| penguius lap1 duak sayd.

f. KHR : Bantuan modal saya pikir yang masih
kurang dan kemitraan belum optimal
dilaksanakan. Sehingga koperasi-koperasi
sulit berkembang dengan baik. Dan menurut
saya kebanyakan anggota koperasi yang
didirikan oleh pegawai mengalami kesulitan
terutama berkonsentrasi didalam menjalankan
koperasinya, makanya perlu sekali didorong
dengan mengangkat seorang manager untuk
mengelola koperasinya.

Jikd 1iu dilaksanakan maka saya yakiu
koperasi di Kabupaten Nunukan kedepan
akan semakin sehat dan bersaing, dengan
pengelolaan yang professional, tangguh dan
mandiri.

g. MCLS: Darni sisi Manajerial keuangan kami
yang saat ini perlu diperbaiki. Karena kami
masih punya piutang yang sangat besar yaitu
Rp. 77 juta. Kemudian di internal sendiri rasa
memiliki sangat kurang dari anggota
sehingga koperasi ini tidak begitu berjalan
dengan baik. Apaiagi kami mengeiola usaha
simpan pinjam, mengelola usaha sembako
terkadang ini yang sulit.

5 | Faktor-faktor a. AM : Adanya dukungan dari stakeholders
pendukung dalam diantaranya Dinas Pertanian, dinas Kelautan
implementasi program dan Perikanan. Dinas Kehutanan dan
peningkatan kualitas Perkebunan yang memberikan bantuan modal
kelembagaan bagi pelaku koperasi yang bergerak disektor
koperasi? pertanian dalam arti luas.

Adanya dukungan dari pemerintah pusat,
provinsi dan daerah dalam pemberian
baniuan modai kepada koperasi yang akiif
dan usahanya berjalan.

b. F: Faktor pendukungnnya adalah banyak
pengurus koperasi sudah di diklatkan, dan
sebagian juga sudah diberikan bantuan modal
sehingga kedepannyva koperasi harusnya maju
dan mandirni. Disamping itu dukungan dana
akan menjadi pendorong pergerakan
perkoperasian di Kabupaten Nunukan baik
dari Pemerintah pusat, provinsi bahkan
daerah.

¢. Z :Ketersediaan dana dalam meiaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan, contohnya setiap
tahun dialokasikan anggaran untuk diklat bagi
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anggota dan pengurus koperasi yang pesertanya

S LS L B T P S S i d o
U.lil.lubl_l Uall >etiday ncwmwu-'l\ouaﬂumwl

HB: Misalnya kaya di kecamatan-kecamatan
kami menyurat dikecamatan untuk penyediaan
peserta-peserta pelatihan (ada koordinasi
dengan pihak kecamatan)

AS: Adanya kemitraan dengan Dekopin
sehingga gerakan koperasi yang ada ditengah
masyarakat terus dipantau dan diberikan
pendampingan.

Contohnya Dewan Koperasi Indonesia
(Dekopin) cabang Nunukan memberikan
kriteria —kriteria bagi koperasi-koperasi yang
akan memperoleh bantuan baik itu modal dan
barang atau jasa.

C Hasil Kebijakan

terjadi dimasyarakat
atau anggota koperasi
terhadap implementasi
program peningkatan
kualitas koperasi

1 | Apa dampak yang [a. AM : Masyarakat tentunya akan terbantu

dalam meningkatkan kesejahteraan mereka
sesuai dengan visi dan misi gerbang emas
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi

kerakyatan.

pelatihan koperasi,
pemberian bantuan
modal dan
keikutsertaan koperasi
melalui pameran?
Apakah terjadi

trevrtnma Aae
(Clulaiiia vail 0.

T : Dampaknya sangai dirasdkan masyarakat
yang memang usahanya berjalan sesuai
AD/ART, sisa pembagian SHU merupakan
tabungan bagi anggota koperasi dengan
demikian ada penambahan penghasilan dari
setiap anggota meskipun masih dalam jumlah
yang kecil.

kesejahteraan anggota
terutama SHU yang
dibagikan di akhir
totiern

peningkatan C.

Z: Kalau melihat akhir-akhir ini sudah
banyak koperasi yang taat melaksanakan RAT
artinya ada peningkatan kualitas dalam
melaksanakan dan mengelola koperasi itu
menjadt akiif dan sehat.

HB: Ya kalau dibilang SHU pasti ada jika
anggota dan pengurusnya mentaati
pelaksanaan RAT. Kalau melihat saat ini
koperasi sudah mulai bergairah dalam
menjalankan usahanya secara khusus di
Kecamatan Nunukan Selatan yang terlibat
dalam usaha rumput laut sudah menunjukkan
hasil yang sangat baik dengan adanya
bantuan modal baik dari stakeholders
produksi sekain meningkat. Kedepan mereka
menginginkan pemasaran dibantu sehingga
mereka tidak dipermainkan oleh pengumpul.
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menekan piutang kami, dan kedepan kami T
sangai weugirapkan banivan wodai
khususnya dana bergulir baik itu dan
kementerian maupun dari pemerintah
provinsi atau pemerintah Kabupaten, karena
dana tersebut kami sangat butuhkan untuk
memutar usaha kami sehingga kami dapat
menutupi piutang kami saat ini.

2 Bagaimana perubahan {a. AM: Sangat baik, dan mereka sudah semakin

dan penerimaan memaham bagaimana koperasi itu dijalankan
masyarakat dan dengan kebersamaan terutama bagi koperasi
pelaku koperasi yang aktif dan memiliki motivasi atau

dengai adanya Kounimen vuiuk ierus mdju, mandui,
program ini baik itu professional dan mampu bersaing ditengah
melalui pendamping, masyarakat.

diklat dan pemberian |b. F: Sangat baik, jika koperasi itu mau betul-
bantuan modal? betul menerapkan dan menjalankan sesuai

dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Kalau

saya mengambil contoh bahwa saat ini

diwilayah sebuku, sembakung dan lumbis
khususnya masyarakat yang berkebun mereka
sudah mampu melakukan kemitraan dengan
perusahaan kelapa sawit sehingga hasil kebun
mereka juai mefaiui wadah koperasi yaug
mereka bentuk, sehingga terjaga harga jual

_ darimereka. ]

A Masyarakat antusias dan menyambut batk
program ini jangan sampai terputus apalagi
iika berbicara mengenai bantuan modal baik
itu dalam bentuk uang dan barang sangat
dibutuhkan.

d. HB : Cukup responsive dan masyarakat mau
diajak dan mau didampingi terus didalam
menjalankan dan mengelola koperasinya.
Apaiagi pendamping koperasi iapangan
sangat menolong koperasi-koperasi yang sulit
dijangkau dengan dana yang terbatas.

e. MCLS : Kalau kami sangat baik pak, apalagi
pendamping kemarin terus memantau dan
membimbing kami dalam mentaati semmna
ketentuan RAT, SHU dan keaktifan pengurus
kami. Kami sudah mulai melakukan yang
namanya pengetatan dalam peminjaman dan
mengatur pengambilan sembako di koperasi
kami.
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